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DAFTARINVENTARISASIMASALAH(DIM)
RUUTENTANGCIPTAKERJA

BATANGTUBUHPASAL35
DEWANPERWAKILANRAKYATREPUBLIKINDONESIA

NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

1920. Pasal35
Beberapa ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan
Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor84,Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5015)
sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun
2009tentangPeternakandan
KesehatanHewan(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 338,
TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor
5619)diubah:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1921. 1. KetentuanPasal6diubah
sehingga berbunyi
sebagaiberikut:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP
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1922. Pasal6
(1)Lahan yang telah

ditetapkan sebagai
kawasan
penggembalaanumum
harus dipertahankan
keberadaan dan
kemanfaatannya
secaraberkelanjutan.

Pasal6
(1)Lahan yang telah

ditetapkan sebagai
kawasanpenggembalaan
umum harus
dipertahankan
keberadaan dan
kemanfaatannya secara
berkelanjutan.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP Pengaturan terkait
dengan penetapan
lahan
penggembalaan
bersifat dinamis,
sehingga dalam hal
dibutuhkan
perubahanakanlebih
mudah jika diatur
dalam peraturan
perundang-undangan
dibawahUU.

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1923. (2)Kawasan
penggembalaanumum
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1)berfungsisebagai:

(2)Kawasan
penggembalaan umum
sebagaimana dimaksud
pada ayat(1)berfungsi
sebagai:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1924. a. penghasiltumbuhan
pakan;

a. penghasil tumbuhan
pakan;

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP
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P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1925. b. tempat perkawinan
alami,seleksi,kastrasi,
dan pelayanan
inseminasibuatan;

b. tempat perkawinan
alami,seleksi,kastrasi,
dan pelayanan
inseminasibuatan;

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1926. c. tempat pelayanan
kesehatan hewan;
dan/atau

c. tempat pelayanan
kesehatan hewan;
dan/atau

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1927. d. tempat atau objek
penelitian dan
pengembangan
teknologi peternakan
dankesehatanhewan.

d. tempat atau objek
penelitian dan
pengembanganteknologi
peternakan dan
kesehatanhewan.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP
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PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1928. (3)Pemerintah daerah
kabupaten/kota yang
di daerahnya
mempunyai
persediaanlahanyang
memungkinkan dan
memprioritaskan budi
dayaternakskalakecil
diwajibkan
menetapkan lahan
sebagai kawasan
penggembalaan
umum.

(3)Pemerintah daerah
kabupaten/kota yang di
daerahnya mempunyai
persediaan lahan yang
memungkinkan dan
memprioritaskan budi
daya Ternak skala kecil
diwajibkan menetapkan
lahan sebagaikawasan
penggembalaanumum.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1929. (4)Pemerintah daerah
kabupaten/kota
membinabentukkerja
sama antara
pengusahaan
peternakan dan
pengusahaantanaman
pangan, hortikultura,
perikanan,perkebunan,
dan kehutanan serta
bidang lainnya dalam
memanfaatkan lahan
di kawasan tersebut
sebagaisumberpakan
ternakmurah.

(4)Pemerintah daerah
kabupaten/kota
membina bentuk kerja
sama antara
pengusahaanpeternakan
dan pengusahaan
tanaman pangan,
hortikultura, perikanan,
perkebunan, dan
kehutanan serta bidang
lainnya dalam
memanfaatkan lahan di
kawasan tersebut
sebagai sumber pakan
Ternakmurah.

TETAP
Catatan:
Bahwa politik hukum
Pemerintah dalam
MenyusunRUUCiptaKerja
adalah mengembalikan
kewenangan Pemerintah,
namun diayatinimasih
ada kewajiban Pemerintah
daerah kabupaten/kota
untukmembinakerjasama
dalam memanfaatkan
lahandiKawasansebagai
sumber pakan ternak
murah. Seyogyanya
ketentuan inijuga diatur
dalam perundang-
undangan di bidang
pangan, hortikultura,
perikanan,perkebunan,dan

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP
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kehutanan serta bidang
lainnya agar dapat
diimplementasikan.

1930. (5)Dalam hal pemerintah
daerah kabupaten/kota
tidak menetapkan lahan
sebagai kawasan
penggembalaan umum
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3),
Pemerintah Pusatdapat
menetapkan lahan
sebagai kawasan
penggembalaanumum.

TETAP PDI-P TETAP Disetujui
Panja
27/08/20
Pukul16.52

TETAP
DIM 1965,
1972, 1974,
1975, 1995,
2012,2016

Rapat
31/08/20
dimulai
Pukul13.48

Disetujui
Panja Pukul
13.51

Timus/Timsi
n
Disesuaikan
dengan
catatan
FPKS.

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS DIUBAH
Catatan:
Mengikuti kesepakatan
terkait pembagian
wewenang antara
pemerintah pusat dan
pemerintahdaerah

PAN DIUBAH

Kembalikepada ketentuan
ayat (5) UU Eksisting,
sedangkan ayat (5) RUU
dijadikanayat(6),sehingga
berbunyisebagaiberikut:

(5) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
penyediaan dan
pengelolaan kawasan
penggembalaan umum
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan
dengan peraturan daerah
kabupaten/kota.

(6) Dalam hal
pemerintah daerah
kabupaten/kota tidak

Pemerintah daerah
kabupaten/kotayang
mempunyai lahan
untuk budi daya
ternak skala kecil
wajib menetapkan
kawasan
penggembalaan
umum, sebagai
bentukdukungandan
perlindungan
Pemerintah Daerah
terhadap peternak-
peternak kecil. Dan
kewajiban tersebut
harus dituangkan
dalam bentuk
peraturandaerah.
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menetapkan lahan sebagai
kawasan penggembalaan
umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (3),
Pemerintah Pusat dapat
menetapkan lahan sebagai
kawasan penggembalaan
umum.

PPP PPP Mengusulkan
menambahkan frasa
“dengan memenuhi
ketentuan yang mengatur
perihal kawasan
penggembalaan umum”
sehinggabunyinyamenjadi:
(5)Dalam halpemerintah

daerahkabupaten/kota
tidak menetapkan
lahansebagaikawasan
penggembalaanumum
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(3),Pemerintah Pusat
dapat menetapkan
lahansebagaikawasan
penggembalaan
umum, dengan
memenuhi ketentuan
yangmengaturperihal
kawasan
penggembalaan
umum.

Harusadaketentuan
yang mengatur
perihal kawasan
penggembalaan
umum,yang terdiri
dari:
1.jumlah populasi

ternak di suatu
daerah sehingga
diperlukan
padang
penggembalaa

2.standar padang
penggembalaan:
a. luaslahan
b. fasilitas yang

harusada
c. persyaratan

teknis
kesehatan
hewan

d. dlldsbdst
alokasilahan dalam
hal adanya
penambahan
populiasiternak

1931. (5)Ketentuan lebih lanjut
mengenaipenyediaan
dan pengelolaan

(6)Ketentuan lebih lanjut
mengenai penyediaan
dan pengelolaan

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR TETAP
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kawasan
penggembalaanumum
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(3)ditetapkandengan
peraturan daerah
kabupaten/kota.

kawasanpenggembalaan
umum sebagaimana
dimaksud padaayat(3)
ditetapkan dengan
PeraturanPemerintah.

A

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN DIUBAH

Ketentuan ayat(6)diubah
menjadiayat(7),danfrasa
“ayat(3)”diubah menjadi
frasa “ayat (6),sehingga
menjadisebagiberikut:

(7) Ketentuanlebih
lanjutmengenaipenyediaan
danpengelolaankawasan
penggembalaanumum
sebagaimanadimaksud
padaayat(6)ditetapkan
denganPeraturan
Pemerintah.

PPP Dihapus Karena sudah diatur
padaayatdiatsnya.

1932. 2. Ketentuan Pasal 13
diubahsehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

TETAP
CatatanTim AhliDPR
(ayat1)
Penyediaan dan
pengembangan Benih
dan/atau Bibit tidak
dilakukan dengan
mengutamakan produksi
dalam negeri.

Alasan perubahan oleh
Pemerintah:
1. Memudahkan

InvestasidanUsahadi

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1933. Pasal13
(1)Penyediaan dan

pengembangan benih,

Pasal13
(1)Penyediaan dan

pengembangan Benih

PDI-P TETAP Disetujui
Panja Pukul
13.52

PG TETAP

P.GERINDR DIUBAH
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bidangPeternakan.
2. Kondisi saat ini

Indonesia masih
mengimpor benih
dan/ataubibit.

3. Adanya kondisi
tertentu yang
membutuhkan benih
dan/ataubibitdariluar
negeri.

4. Menyesuaikan dengan
ketentuan
internasional
khususnyayangterkait
dengan komitmen
Indonesia di dalam
WTO.

5. Perubahan ketentuan
ini menyesuaikan
dengan ketentuan di
dalam WTO (GATT
1994)

Dalam putusan Appelate
Body Kasus DS 477/478
antara Indonesia dengan
Amerika Serikat dan
Selandia Baru, Indonesia
melanggarketentuan XI.1
GATT 1994 (sehubungan
dengan measures ke-18
tentang Sufficiency of
domestic production to
fulfil domestic demand),
yangberbunyi:
No prohibitions or
restrictions other than
duties, taxes or other
charges, whether made
effective

bibit, dan/atau bibit
dilakukan dengan
mengutamakan
produksidalam negeri.

dan/atau Bibitdilakukan
untuk memenuhi
kebutuhan penyediaan
Benihdan/atauBibit.

TETAP
A

KembalikeUUexisting

Penyediaan dan
pengembangan benih/bibit
tidak lagi mengutamakan
produksidalam negeri.
Haliniakan melemahkan
dan mempersulitproduksi
benihdaripetanilokal,dan
mencederai tujuan
mewujudkan kesejateraan
rakyat.

Pasal13
(1) Penyediaan dan
pengembanganbenih,bibit,
dan/atau bibit dilakukan
dengan mengutamakan
produksidalam negeri.

P.
NASDEM

TETAP

PKB (1)Kembalikepengaturan
Undang-UndangNomor
18tahun2009tentang
Peternakan dan
Kesehatan Hewan
sehingga berbunyi
sebagaiberikut:
Penyediaan dan
pengembangan benih,
bibit,dan/ataubakalan
dilakukan dengan
mengutamakan
produksidalam negeri.

PerubahanSubstansi
pada Ayat (1)
bertujuan untuk
melindungi dan
mempertahankan
benih,bibit,dan/atau
bakalan yang
merupakankekhasan
asliIndonesia

PD TETAP

PKS DIUBAH Memberi ruang
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through quotas,importor
export licences or other
measures, shall be
institutedormaintainedby
anycontracting
partyontheimportationof
anyproductoftheterritory
of any other contracting
partyorontheexportation
or
sale for export of any
product destined for the
territory of any other
contractingpart.

Potensiimplikasi:
1. Dapat
meningkatkan mutu dan
kualitas bibit dan/atau
benihdalam negerimelalui
sertifikasi.
2. Mendukung
berkembangnya lembaga
sertifikasibenih/ataubibit.

Kembali ke Ketentuan
Undang-UndangExisting

(1) Penyediaan dan
pengembanganbenih,bibit,
dan/atau bibit dilakukan
dengan mengutamakan
produksidalam negeri.

impor benih dan
atau bibit ternak.
Ketentuandalam UU
existing sudah
sangatbaik terkait
pengutamaan
produksi dalam
negeri,bukanberarti
anti impor namun
impor harus
dikendalikan.

Jika tidak
mengutamakan
produksi dalam
negeri maka
keberadaan balai
pertanian, balai
benih, tidak
mempunyai
peganganhukum.

PAN DIHAPUS

Dikembalikan pada
ketentuaneksisting.

Pasal13
(1) Penyediaan dan
pengembangan Benih
dan/atau Bibit dilakukan
dengan mengutamakan
produksidalam negeri.

Fraksi PAN menilai,
penyediaan dan
pengembanganbenih,
dan/atau bibit perlu
dilakukan dengan
tetap berpihak pada
pengutamaan
produksi dalam
negeri. Keberpihakan
tersebut merupakan
wujud nyata upaya
pemerintah untuk
mendorong
peningkatan produksi
dalam negeri. Hal
tersebut sekaligus
menandakan bahwa
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negara benar-benar
hadir dan
bertanggung jawab
untukmelindungi
segenap bangsa
Indonesiadanseluruh
tumpah darah
Indonesia.

PPP mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal13ayat(1)
UU No. 18 Tahun 2009
tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan, dan
diakhir kalimat
menambahkan frasa“yang
sudah memenuhiStandar
Nasional Indonesia”
sehinggabunyinyamejadi:
(1) Penyediaan dan
pengembanganbenih,bibit,
dan/atau bibit dilakukan
dengan mengutamakan
produksidalam negeri,yang
sudah memenuhiStandar
NasionalIndonesia.

Harusadaketentuan
yang mengatur
tentang prioritas
penggunaan benih,
bibitmaupunbakalan
produksi dalam
negeri untuk
meningkatkan nilai
tambah di dalam
negeri dan
meningkatkan
kemampuanekonomi
kerakyatan.
Sedangkanketentuan
WTO (GATT 1994)
yang pada dasarnya
mengutamakan
perdagangan bebas
dimanahalitudapat
merugikan peternak
lokal.

1934. (2)Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah
sesuai dengan
kewenangannya
berkewajiban untuk
melakukanPemuliaan,
pengembangan usaha
pembenihan dan/atau

(2)Pemerintahberkewajiban
untuk melakukan
pengembangan usaha
pembenihan dan/atau
pembibitan dengan
melibatkan peran serta
masyarakat untuk
menjamin ketersediaan

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIUBAH

KembalikeUUexisting

P.
NASDEM

TETAP

PKB (2)Pemerintah Pusat dan PerubahanSubstansi
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pembibitan dengan
melibatkanperanserta
masyarakat untuk
menjamin
ketersediaan Benih
dan/atauBibit.

Benih, Bibit, dan/atau
bakalan.

Pemerintah Daerah
berkewajiban untuk
melakukan
pengembangan usaha
pembenihan dan/atau
pembibitan dengan
melibatkan peran serta
masyarakat untuk
menjamin ketersediaan
Benih, Bibit, dan/atau
bakalan.

atas Pasal13 Ayat
(2) bertujuan untuk
memperjelas
tanggung jawab
dalam melakukan
pengembangan
usaha pembenihan
dan/atau pembibitan
antara Pemerintah
Pusat dan
Pemerintah Daerah
sesuai dengan
kewenangannya

PD TETAP

PKS DIUBAH
(2) Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya
berkewajiban untuk
melakukan Pemuliaan,
pengembangan usaha
pembenihan dan/atau
pembibitan dengan
melibatkan peran serta
masyarakat untuk
menjaminkedaulatanBenih
dan/atauBibit.

Perubahan bunyi
pasal tersebut
menjadi sangat
umum dengan
konsekuensi
menghilangkanupaya
kemandirian atau
kedaulatandanhanya
focus ke
ketersediaansaja

PAN Diubah

(2) Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan
kewenangannya
berkewajiban untuk
melakukan Pemuliaan,
pengembangan usaha
pembenihan dan/atau
pembibitan dengan
melibatkan peran serta

Pemerintah Daerah
harus tetap diberi
kewenangan agar
memiliki andil atas
usaha
penyelenggaraan
peternakan dan
kesehatan hewan,
untuk menjamin
ketersediaaan benih,
bibit, dan/atau
bakalan. Dengan
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masyarakat untuk
menjamin ketersediaan
Benih, Bibit, dan/atau
Bakalan..

demikian,diharapkan
penyelenggaraaan
peternakan dan
kesehatan hewan
dapatberjalansecara
lebihoptimal.

PPP Mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal13ayat(2),
UUEksisting,yangberbunyi
:

(2) Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya
berkewajiban untuk
melakukan Pemuliaan,
pengembangan usaha
pembenihan dan/atau
pembibitan dengan
melibatkan peran serta
masyarakat untuk
menjamin ketersediaan
Benihdan/atauBibit.

1935. (3)Kewajiban Pemerintah
dan/atau Pemerintah
Daerahsesuaidengan
kewenangannya untuk
melakukan
pengembangan usaha
pembenihan dan/atau
pembibitan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan
mendorongpenerapan
teknologireproduksi.

(3)Dalam hal usaha
pembenihan dan/atau
pembibitan oleh
masyarakat belum
berkembang,Pemerintah
Pusat membentuk unit
pembenihan dan/atau
pembibitan.

PDI-P Meminta Penjelasan
Pemerintah

KembalikeUUexisting.

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIUBAH

KembalikeUUexisting

P.
NASDEM

TETAP

PKB (3)Dalam hal usaha
pembenihan dan/atau
pembibitan oleh

PerubahanSubstansi,
penambahan frasa
Pemerintah Daerah
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UNDANG-UNDANG
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ANRAPAT

masyarakat belum
berkembang,Pemerintah
Pusat dan Pemerintah
Daerah membentukunit
pembenihan dan/atau
pembibitan.

bertujuan untuk
memperjelas
tanggung jawab
dalam melakukan
pengembangan
usaha pembenihan
dan/atau pembibitan
antara Pemerintah
Pusat dan
Pemerintah Daerah
sesuai dengan
kewenangannya

PD TETAP

PKS DIUBAH
Kembali ke Ketentuan
Undang-UndangExisting
(3) Kewajiban Pemerintah
dan/atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan
kewenangannya untuk
melakukan pengembangan
usaha pembenihan
dan/atau pembibitan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan
dengan mendorong
penerapan teknologi
reproduksi.

PAN Diubah.

(3) Kewajiban
PemerintahPusatdan/atau
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya
untuk melakukan
pengembangan usaha
pembenihan dan/atau

Penerapan teknologi
reproduksi sudah
semestinya didorong
agar pengembangan
usaha pembenihan
dan/atau pembibitan
dapat dilaksanakan
dengan baik.
Penerapan teknologi
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UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG
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FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

pembibitan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan
mendorong penerapan
teknologireproduksi.

reproduksi telah
terbukti dapat
meningkatkan tidak
sajakuantitas,tetapi
juga kualitas benih
dan/ataubibit.

Fraksi PAN
menekankan agar
penerapan teknologi
reproduksi dalam
rangka
pengembangan
usahapembibitanini
hanya dapat
dinikmati oleh
kelompok usaha
masayakatkecil.

PPP TETAP

1936. (4)Dalam hal usaha
pembenihan dan/atau
pembibitan oleh
masyarakat belum
berkembang,
Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah
sesuai dengan
kewenangannya
membentuk unit
pembenihan dan/atau
pembibitan.

(4)Setiap Benih atau Bibit
yang beredar wajib
memilikisertifikatlayak
Benih atau Bibit yang
memuat keterangan
mengenaisilsilahdanciri
-cirikeunggulantertentu.

PDI-P Meminta Penjelasan
Pemerintah

KembalikeUUexisting.

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIUBAH

KembalikeUUexisting

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS DIUBAH

(4) Dalam hal usaha
pembenihan dan/atau
pembibitan oleh
masyarakat belum
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

berkembang, Pemerintah
dan/atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan
kewenangannya
membentuk unit
pembenihan dan/atau
pembibitan.

PAN Diubah

(4) Dalam hal usaha
pembenihan dan/atau
pembibitan oleh
masyarakat belum
berkembang, Pemerintah
Pusatdan/atauPemerintah
Daerah sesuai dengan
kewenangannya
membentuk unit
pembenihan dan/atau
pembibitan.

PPP TETAP

1937. (5)Pembentukan unit
pembenihan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(4) ditujukan untuk
pemurnian Ternak
tertentuatauproduksi.

(6)Setiapbenihataubibit
yang beredar wajib
memiliki sertifikat
layakbenih atau bibit
yang memuat
keterangan mengenai
silsilah dan ciri-ciri
keunggulantertentu.

(7)Sertifikat Benih atau

(5)Sertifikat layak Benih
atau Bibitsebagaimana
dimaksud padaayat(4)
dikeluarkanolehlembaga
sertifikasi Benih atau
Bibityangterakreditasi.

PDI-P TetapmenggunakanAyat5
Undang-Undangexisting

KembalikeUUexisting.

Disetujui
Panja Pukul
14.03

Timus/Timsi
n

Merangkum
ayat (5) –
ayat (8) UU
eksisting.

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIUBAH

KembalikeUUexisting

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS DIUBAH
KembalikeKetentuan
Undang-UndangExisting
(5)Pembentukan unit
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Bibit sebagaimana
dimaksud pada ayat
(6) dikeluarkan oleh
lembaga sertifikasi
benih atau bibityang
terakreditasiatauyang
ditunjukolehMenteri.

(8)Setiap orang dilarang
mengedarkan Benih
atau Bibityang tidak
memiliki sertifikat
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(6).

pembenihan
sebagaimana dimaksud
padaayat(4)ditujukan
untukpemurnianTernak
tertentuatauproduksi.

(6)Setiap benih atau bibit
yang beredar wajib
memilikisertifikatlayak
benih atau bibit yang
memuat keterangan
mengenai silsilah dan
ciri-ciri keunggulan
tertentu.

(7)Sertifikat Benih atau
Bibit sebagaimana
dimaksudpadaayat(6)
dikeluarkan oleh
lembaga sertifikasi
benih atau bibit yang
terakreditasiatau yang
ditunjukolehMenteri.

(8) Setiap orang
dilarang mengedarkan
BenihatauBibityangtidak
memiliki sertifikat
sebagaimana dimaksud
padaayat(6).

PAN DIHAPUS

Dikembalikan pada
ketentuaneksisting.

(5)Pembentukan unit
pembenihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4)
ditujukan untuk pemurnian
Ternak tertentu atau
produksi.
(6) Setiap benih atau

Penerapan teknologi
reproduksi sudah
semestinya didorong
agar pengembangan
usaha pembenihan
dan/atau pembibitan
dapat dilaksanakan
dengan baik.
Penerapan teknologi
reproduksi telah
terbukti dapat
meningkatkan tidak
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

bibit yang beredar wajib
memiliki sertifikat layak
benih atau bibit yang
memuat keterangan
mengenaisilsilah dan ciri-
cirikeunggulantertentu.
(7) SertifikatBenihatau
Bibit sebagaimana
dimaksud pada ayat (6)
dikeluarkan oleh lembaga
sertifikasibenih atau bibit
yangterakreditasiatauyang
ditunjukolehMenteri.
(8) Setiap orang
dilarang mengedarkan
BenihatauBibityangtidak
memiliki sertifikat
sebagaimana dimaksud
padaayat(6).

sajakuantitas,tetapi
juga kualitas benih
dan/ataubibit.

Fraksi PAN
menekankan agar
penerapan teknologi
reproduksi dalam
rangka
pengembangan
usahapembibitanini
hanya dapat
dinikmati oleh
kelompok usaha
masayakatkecil.

PPP Mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal13ayat(5),
(6),(7)dan(8)UUEksisting,
yangberbunyi:
(5)Pembentukan unit

pembenihan
sebagaimana dimaksud
pada ayat(4)ditujukan
untukpemurnianTernak
tertentuatauproduksi.

(6)Setiap benih atau bibit
yang beredar wajib
memilikisertifikatlayak
benih atau bibit yang
memuat keterangan
mengenai silsilah dan
ciri-ciri keunggulan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

tertentu.
(7)Sertifikat Benih atau

Bibit sebagaimana
dimaksudpadaayat(6)
dikeluarkan oleh
lembaga sertifikasi
benih atau bibit yang
terakreditasiatau yang
ditunjukolehMenteri.

(8)Setiap orang dilarang
mengedarkan Benih atau
Bibit yang tidak memiliki
sertifikat sebagaimana
dimaksudpadaayat(6).

1938. 3. Ketentuan Pasal 15
diubahsehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1939. Pasal15
(1)Pemasukan Benih

dan/atauBibitdariluar
negeri ke dalam
wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesia dapat
dilakukanuntuk:

(1)Pemasukan Benih
dan/atau Bibitdariluar
negerikedalam wilayah
Negara Kesatuan
RepublikIndonesiadapat
dilakukanuntuk:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB Tetap

(1A) Pemasukan benih
dan/atau bibit wajib
memenuhi persyaratan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

mutudankesehatanhewan
dan peraturan perundang-
undangan di bidang
karantinahewan.

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1940. a.meningkatkan mutu
dan keragaman
genetik;

a. meningkatkan mutu dan
keragamangenetik; TETAP

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1941. b.mengembangkan ilmu
pengetahuan dan
teknologi;

b. mengembangkan ilmu
pengetahuan dan
teknologi;

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1942. c.mengatasikekurangan
Benihdan/atauBibitdi
dalam negeri;dan/atau

c. mengatasi kekurangan
Benihdan/atauBibitdi
dalam negeri;dan/atau

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P. TETAP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

NASDEM

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1943. d.memenuhi keperluan
penelitian dan
pengembangan.

d. memenuhi keperluan
penelitian dan
pengembangan.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1944. (2)Pemasukan Benih
dan/atauBibitdariluar
negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1)harus:
a.memenuhi

persyaratanmutu;
b.memenuhi

persyaratan teknis
KesehatanHewan;

c.bebas dari
Penyakit Hewan
Menular yang
dipersyaratkan
oleh otoritas
veteriner;

d.memenuhi
ketentuan
peraturan

(2)Setiap Orang yang
melakukan pemasukan
Benih dan/atau Bibit
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib
memenuhi Perizinan
Berusaha dari
PemerintahPusat.

TETAP PDI-P Ayat (2) Kembalike UU
existing.
Ayat(2)RUU Cipta Kerja
menjadiAyat(3).

Catatan:
Tetap mencantumkan
ketentuanimporbibit.

Disetujui
Panja Pukul
14.05

TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIUBAH

KembalikeUUExisting

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS DIUBAH

(2) pemasukan benih
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perundangundang
an di bidang
karantina Hewan;
dan

e.memerhatikan
kebijakan
pewilayahan
sumber Bibit
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal14.

dan/atau bibit dari luar
negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
harus:
A.Memenuhipersyaratan
mutu;
B. Memenuhipersyaratan
tekniskesehatanhewan;
C. Bebas dari penyakit
hewan menular yang
dipersyaratkanolehotoritas
veteriner;
D. Memenuhi ketentuan
peraturan perundang-
undangan di bidang
karantinahewan;dan
E.Memerhatikankebijakan
pewilayahan sumber bibit
sebagaimana dimaksud
dalam pasal14.
F. Memperhatikan
ketersediaanbenihdanatau
bibitdalam negeri

PAN DIUBAH

Dikembalikan pada
ketentuan ayat (2) UU
Eksisting.Sedangkan ayat
(2)RUU menjadiayat(3),
sehinggaberbunyisebagai
berikut:

(2) Pemasukan Benih
dan/atau Bibit dari luar
negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
harus:
a.memenuhi persyaratan
mutu;

FraksiPAN menilai,
dihilangkannya
ketentuan tertentu
tentang Pemasukan
Benihdan/atauBibit,
sepertisyaratstandar
mutu, teknis
kesehatan hewan,
dan sejenisnya
berpeluang besar
dimanfaatkan oleh
pihak tertentu untuk
melakukan tindakan
moralhazard,seperti
pemasukan
benih/bibit dariluar
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

b.memenuhi persyaratan
teknisKesehatanHewan;
c.bebas dari Penyakit
Hewan Menular yang
dipersyaratkanolehotoritas
veteriner;
d.memenuhi ketentuan
peraturan
perundangundangan di
bidang karantina Hewan;
dan
e.memerhatikan kebijakan
pewilayahan sumber Bibit
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal14.

(3) Setiap Orang yang
melakukan pemasukan
Benih dan/atau Bibit
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib
memenuhi Perizinan
Berusaha dariPemerintah
Pusat

negeri tanpa
memperhatikan
standarkualitasnya.

PPP Mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal15ayat(2),
UUEksisting,yangberbunyi
:
(2)Pemasukan Benih

dan/atau Bibitdariluar
negeri sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)
harus:
a.memenuhi

persyaratanmutu;
b.memenuhi
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

persyaratan teknis
KesehatanHewan;

c.bebasdariPenyakit
HewanMenularyang
dipersyaratkan oleh
otoritasveteriner;

d.memenuhi
ketentuan peraturan
perundangundangan
dibidang karantina
Hewan;dan

e. memerhatikan
kebijakan
pewilayahansumber
Bibit sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal14.

1945. (3)Setiap Orang yang
melakukanpemasukan
Benih dan/atau Bibit
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1)wajib memperoleh
izindariMenteri.

(4)Ketentuan lebih lanjut
mengenaipersyaratan
mutudanpersyaratan
teknis Kesehatan
Hewan sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2)hurufadanhurufb
diatur dengan
PeraturanMenteri.

(3)Ketentuan lebih lanjut
mengenai Perizinan
Berusaha sebagaimana
dimaksud padaayat(2)
diaturdengan Peraturan
Pemerintah.

TETAP PDI-P Ayat(3)RUU Cipta Kerja
menjadiAyat(4).

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIUBAH

Kembali ke UU Existing
denganPerubahan.

(3)Setiap Orang yang
melakukan pemasukan
Benih dan/atau Bibit
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib
memenuhi Perizinan
Berusaha dari
PemerintahPusat.

(4) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
persyaratan mutu dan



24

NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

persyaratan teknis
Kesehatan Hewan
sebagaimana dimaksud
padaayat(2)hurufadan
huruf b diatur dengan
PeraturanPemerintah.

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN DIUBAH

Ayat (3) RUU diubah
menjadiayat (4),dengan
perubahan ketentuan
sebagaiberikut:

(4)Ketentuan lebih lanjut
mengenaipersyaratanmutu
dan persyaratan teknis
Kesehatan Hewan
sebagaimana dimaksud
padaayat(2)hurufadan
huruf b serta Perizinan
Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

PPP Mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal15ayat(3)
dan(4)UU Eksisting,yang
berbunyi:
(3)Setiap Orang yang

melakukan pemasukan
Benih dan/atau Bibit
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib
memperoleh izin dari
Menteri.

(4)Ketentuan lebih lanjut
mengenaipersyaratanmutu
dan persyaratan teknis
Kesehatan Hewan
sebagaimana dimaksud
padaayat(2)hurufadan
huruf b diatur dengan
PeraturanMenteri.

1946. 4. Ketentuan Pasal 16
diubahsehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD

PKS

PAN

PPP TETAP

1947. Pasal16
(1)Pengeluaran Benih

dan/ atau Bibit dari
wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesia ke luar
negeridapatdilakukan
apabila kebutuhan
dalam negeri telah
terpenuhi dan
kelestarian Ternak
localterjamin.

Pasal16
(1)Pengeluaran Benih dan/

atau Bibit dariwilayah
Negara Kesatuan
Republik Indonesia ke
luar negeri dapat
dilakukan apabila
kebutuhan dalam negeri
telah terpenuhi dan
kelestarian Ternak lokal
terjamin.

TETAP
CatatanTim AhliDPR
Perpindahan kewenangan
pemberian izin dari
kewenangan daerah ke
pusat menyebabkan
permasalahan sebagai
berikut:

a. membuat
pemerintah daerah tak
punya cukup kewenangan
untuk mengurus

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS DIUBAH
(1)PengeluaranBenihdan/
atau Bibit dari wilayah
Negara Kesatuan Republik
Indonesia ke luar negeri

Ditambahkan
beberapafrasauntuk
tujuankomersil
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daerahnya.
b. seringkali
pemerintah pusat tak
paham situasiyangterjadi
didaerah
c. pengaturan initak
menunjukkan semangat
desentralisasi.Sebaliknya,
hal ini sebagai bentuk
sentralisasi,sebagaimana
yang telah diamanatkan
melaluiPasal18UUD NRI
Tahun1945.

Alasan perubahan oleh
Pemerintah:
1.Kemudahan dalam

proses pengajuan
perizinanberusaha.

2.Ayat (2) disarankan
dihapus, substansi
diturunkan dalam
ketentuan peraturan
perundang-undangan di
bawahnya (klasifikasi
benih/bibit).

3.Melalui Peraturan
Pemerintah, Menteri
dalam halpelaksanaan
pengeluaran benih
dan/atau bibit
melaksanakan delegasi
kewenangan dari
Presiden

4.Komitmen Indonesia di
WTO khususnya dalam
Perjanjian GATT 1994
Indonesia tidak dapat
melakukan pelarangan

untuk tujuan komersial
dapat dilakukan apabila
kebutuhan dalam negeri
telah terpenuhi dan
kelestarian Ternak lokal
terjamin.
(2) Setiap Orang yang

melakukan kegiatan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib
memenuhi Perizinan
Berusaha dariPemerintah
Sesuai dengan
kewenangannya

PAN TETAP

PPP TETAP
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pemasukan atau
pengeluaran barang
yang terkait dengan
perdagangan
internasional.

Dalam putusan Appelate
Body Kasus DS 477/478
antara Indonesia dengan
Amerika Serikat dan
Selandia Baru, Indonesia
melanggarketentuan XI.1
GATT 1994 (sehubungan
dengan measures ke-18
tentang Sufficiency of
domestic production to
fulfil domestic demand),
yangberbunyi:
No prohibitions or
restrictions other than
duties, taxes or other
charges, whether made
effective
through quotas,importor
export licences or other
measures, shall be
institutedormaintainedby
anycontracting
partyontheimportationof
anyproductoftheterritory
of any other contracting
partyorontheexportation
or
sale for export of any
product destined for the
territory of any other
contractingpart.

1948. (2)Pengeluaran (2)Pengeluaran TETAP PDI-P TETAP
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sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1)dilarang dilakukan
terhadap Benih
dan/atau Bibit yang
terbaik di dalam
negeri.

sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilarang
dilakukanterhadapBenih
dan/atau Bibit yang
terbaikdidalam negeri.

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS DIUBAH

(3) Pengeluaran Benih
dan/atauBibityangterbaik
di dalam negeri
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib
mendapatpersetujuan dari
pemerintah dan dilakukan
setelah memperoleh
rekomendasidariotoritas
veteriner yang telah
melakukan perlindungan
sumberdaya genetic benih
danataubibitungguldalam
negeri.

Diubah, dengan
menambahkan
otoritasveteinerdan
perlindunganSDG.
Mengingatpenjualan
benih dan bibit
unggul dapat kita
lakukanselamaSDG
localunggulsdhkita
daftarkan ke
komunitas SDG
internasional

PAN TETAP

PPP TETAP

1949. (3)Setiap Orang yang
melakukan kegiatan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1)wajib memperoleh
izindariMenteri.

(3)Setiap Orang yang
melakukan kegiatan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib
memenuhi Perizinan
Berusaha dari
PemerintahPusat.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS DIUBAH

(4)PengeluaranBenihdan/
atau Bibit dari wilayah
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

Negara Kesatuan Republik
Indonesia ke luar negeri
untuktujuanpenelitiandan
atau pengembangan ilmu
pengetahuan dapat
dilakukan setelah
memperoleh persetujuan
daripemerintahPusat

PAN TETAP

PPP Mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal16ayat(3),
UUEksisting,yangberbunyi:
(3)Setiap Orang yang
melakukan kegiatan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib
memperoleh izin dari
Menteri.

Konsiisten dengan
alasan sebelumnya,
bahwa kewenangan
inidiberikan kepada
menteriterkait.

1950. (4)Ketentuan lebih lanjut
mengenai Peizinan
Berusaha sebagaimana
dimaksud padaayat(3)
diaturdengan Peraturan
Pemerintah.

TETAP PDI-P TETAP Disetujui
Panja Pukul
14.07

TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS (5)Ketentuan lebih lanjut
mengenai Perizinan
Berusaha untuk tujuan
komersialdan atau tujuan
lainnya sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)dan
ayat (4) diatur dengan
PeraturanPemerintah.

PAN DIHAPUS
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

PPP Dihapus Karena pada ayat
diatasnya sudah
diatur dengan
Kewenangan
Menteri.terkait.

1951. 5. Ketentuan Pasal 22
diubahsehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1952. Pasal22
(1)Setiap orang yang

memproduksi pakan
dan/ataubahanpakan
untuk diedarkan
secarakomersialwajib
memperoleh izin
usaha.

Pasal22
(1)Setiap orang yang

memproduksi pakan
dan/atau bahan pakan
untuk diedarkan secara
komersial wajib
memenuhi Perizinan
Berusaha dari
PemerintahPusat.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIUBAH

Kewenangan Pemerintah
Daerah tetap ada
disesuaikan dengan UU
Pemda.

(1) Setiap orang yang
memproduksi pakan
dan/atau bahan pakan
untuk diedarkan secara
komersialwajib memenuhi
Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat atau
PemerintahDaerah.

P.
NASDEM

TETAP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

PKB TETAP

PD TETAP

PKS DIUBAH
(1) Setiap orang yang
memproduksi pakan
dan/atau bahan pakan
untuk diedarkan secara
komersialwajib memenuhi
Perizinan Berusaha dari
PemerintahPusatdanatau
pemerintahdaerah

Term pemerintah
pusat diganti
pemerintah karena
mencakupmentridan
pemerintah daerah.
Jika perizinan hanya
dikeluarkan
pemerintah pusat
maka kewenagan
pemerintah pusat
akan sangat besar
dan pasti akan
menyulitkan
prosesnya,selain itu
akan banyak
bertentangandengan
kepentingan
pemerintahdaerah

PAN TETAP

PPP Mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal22ayat(1),
UUEksisting,yangberbunyi
:

Pasal22
(1) Setiap orang yang
memproduksi pakan
dan/atau bahan pakan
untuk diedarkan secara
komersial wajib
memperolehizinusaha.

1953. (2)Pakan yang dibuat
untuk diedarkan
secara komersial
harus memenuhi

(2)Pakanyangdibuatuntuk
diedarkan secara
komersial harus
memenuhistandaratau

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP
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standar atau
persyaratan teknis
minimal dan
keamananpakanserta
memenuhi ketentuan
carapembuatanpakan
yang baik yang
ditetapkan dengan
PeraturanMenteri.

persyaratan teknis
minimaldan keamanan
pakan serta memenuhi
ketentuan cara
pembuatan pakan yang
baik yang ditetapkan
dengan Peraturan
Pemerintah.

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP Mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal22ayat(2),
UUEksisting,yangberbunyi
:

(2)Pakanyangdibuatuntuk
diedarkansecarakomersial
harus memenuhi standar
atau persyaratan teknis
minimal dan keamanan
pakan serta memenuhi
ketentuan cara pembuatan
pakan yang baik yang
ditetapkan dengan
PeraturanMenteri.

Konsiisten dengan
alasan sebelumnya,
bahwa kewenangan
iniditetapkandengan
PeraturanMenteri.

1954. (3)Pakan sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2) harus berlabel
sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan.

(3)Pakan sebagaimana
dimaksud padaayat(2)
harus berlabel sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1955. (4)Setiaporangdilarang: (4)Setiaporangdilarang: TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1956. a.mengedarkan pakan
yang tidak layak
dikonsumsi;

a. mengedarkan pakan
yang tidak layak
dikonsumsi;

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1957. b.menggunakan
dan/atau
mengedarkan pakan
ruminansia yang
mengandung bahan
pakan yang berupa
darah, daging,
dan/atau tulang;
dan/atau

b. menggunakan dan/atau
mengedarkan pakan
Ruminansia yang
mengandung bahan
pakan yang berupa
darah,daging,dan/atau
tulang;dan/atau

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1958. c.menggunakan pakan
yangdicampurhormon
tertentu dan/atau
antibiotik imbuhan
pakan.

c. menggunakan pakan
yang dicampur hormon
tertentu dan/atau
antibiotik imbuhan
pakan.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

PAN TETAP

PPP TETAP

1959. (5)Ketentuan lebih lanjut
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(4)hurufcditetapkan
dengan Peraturan
Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut
sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf c
diaturdengan Peraturan
Pemerintah.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP Mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal22ayat(5),
UUEksisting,yangberbunyi
:

(5)Ketentuan lebih lanjut
sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf c
ditetapkan dengan
PeraturanMenteri.

Konsiisten dengan
alasan sebelumnya,
bahwa Ketentuan
lebihlanjutmengenai
hal ini ditetapkan
dengan Peraturan
Menteri.

1960. 6. Ketentuan Pasal 29
diubahsehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1961. Pasal29
(1)Budidayaternakhanya

dapat dilakukan oleh

Pasal29
(1)BudiDayaTernakhanya

dapat dilakukan oleh

TETAP PDI-P Meminta penjelasan
pemerintah terkaitkonsep
perizinan berusaha untuk
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

peternak, perusahaan
peternakan, serta
pihak tertentu untuk
kepentingankhusus.

peternak, perusahaan
peternakan,serta pihak
tertentu untuk
kepentingankhusus.

sektorusahapeternakan.

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1962. (2)Peternak yang
melakukan budidaya
ternak dengan jenis
dan jumlah ternak di
bawah skala usaha
tertentu diberikan
tanda daftar usaha
peternakan oleh
pemerintah daerah
kabupaten/kota.

(2)Peternak yang
melakukan budi daya
Ternakdenganjenisdan
jumlahTernakdibawah
skala usaha tertentu
diberikan Perizinan
Berusaha oleh
PemerintahPusat.

TETAP PDI-P Meminta penjelasan
pemerintah terkaitkonsep
perizinan berusaha untuk
sektorusahapeternakan.

Disetujui
Panja Pukul
14.11

Timus/Timsi
n
Disesuaikan
dengan
konsepRBA

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIUBAH

Peran pemerintah daerah
tetap ada, sesuai UU
PemerintahDaerah.

Ayat(2)dan(3)RUUCipta
kerja digabungkan dalam
satuayat.

(2) Peternak yang
melakukan budi daya
Ternak dengan jenis dan
jumlahTernakskalausaha
tertentudiberikanPerizinan
Berusaha oleh Pemerintah
Pusat atau Pemerintah
Daerah sesuai
kewenangannya.

P. TETAP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

NASDEM

PKB (2) Peternak yang
melakukan budi daya
Ternak dengan jenis dan
jumlahTernakdenganskala
kecil diberikan Perizinan
Berusaha oleh Pemerintah
Pusat.

PD TETAP

PKS DIUBAH

(2) Peternak yang
melakukanbudidayaternak
dengan jenis dan jumlah
ternak di bawah skala
usaha tertentu diberikan
perizinan berusaha oleh
pemerintahdaerah.

Akanterjadimonopoli
wewenang perizinan
oleh Pemerintah
Pusat, seharusnya
perizinan terkait
pasalinidikeluarkan
oleh Pemerintah
Pusat dan atau
Pemerintah Daerah
sesuai
kewenangannya
masing-masing
berdasarkan skala
usaha

PAN Diubah

Ditambah frasa
“Pemerintah Daerah
dan/atau” sebelum frasa
“Pemerintah Pusat,”
sehingga berbunyisebagai
berikut:

(2) Peternak yang
melakukanbudidayaternak
dengan jenis dan jumlah
ternak di bawah skala

Penghapusan
wewenang
Pemerintah Daerah
tidakselarasdengan
semangat
desentralisasi atau
otonomi daerah
sebagaimanaamanat
konstitusi.

Fraksi PAN
konsisitenagarperan
Pemerintah Daerah
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

usaha tertentu diberikan
tanda daftar usaha
peternakan oleh
Pemerintah Daerah
dan/atau Pemerintah
Pusat.

tidakdihapuskan.

PPP Mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal22ayat(2),
UUEksisting,yangberbunyi:
(2) Peternak yang
melakukanbudidayaternak
dengan jenis dan jumlah
ternak di bawah skala
usaha tertentu diberikan
tanda daftar usaha
peternakanolehpemerintah
daerahkabupaten/kota.

1963. (3)Perusahaan
peternakan yang
melakukan budidaya
ternak dengan jenis
dan jumlah ternak di
atas skala usaha
tertentuwajibmemiliki
izinusahapeternakan
daripemerintahdaerah
kabupaten/kota.

(3)Perusahaan peternakan
yang melakukan budi
dayaternakdenganjenis
dan jumlah Ternak di
atasskalausahatertentu
wajib memenuhi
Perizinan Berusaha oleh
PemerintahPusat.

TETAP PDI-P Meminta penjelasan
pemerintah terkaitkonsep
perizinan berusaha untuk
sektorusahapeternakan.

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIHAPUS

Digabungkan ke ayat (2)
diatas

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS DIUBAH

(3)Perusahaanpeternakan
yangmelakukanbudidaya
ternak dengan jenis dan
jumlahternakdiatasskala

terminology
pemerintah dalam
ketentuanumum RUU
Cipta kerja meliputi
(Mentri dan Kepala
daerah)
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

usaha tertentu wajib
memiliki izin usaha
peternakandaripemerintah
pusatdanataupemerintah
daerah

PAN Diubah

Ditambah frasa
“Pemerintah Daerah
dan/atau” sebelum frasa
“Pemerintah Pusat,”
sehingga berbunyisebagai
berikut:

(3) Perusahaan
peternakanyangmelakukan
budidaya ternak dengan
jenisdanjumlahternakdi
atas skala usaha tertentu
wajib memilikiizin usaha
peternakandariPemerintah
Daerah dan/atau
PemerintahPusat.

IDEM

PPP Mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal22ayat(3),
UUEksisting,yangberbunyi:
(3)Perusahaanpeternakan
yangmelakukanbudidaya
ternakdenganjenisdan
jumlahternakdiatasskala
usahatertentuwajib
memilikiizinusaha
peternakandaripemerintah
daerahkabupaten/kota.

1964. (4)Peternak, perusahaan
peternakan,danpihak

(4)Peternak, perusahaan
peternakan, dan pihak

TETAP PDI-P Meminta penjelasan
pemerintah terkaitkonsep
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

tertentu yang
mengusahakan ternak
dengan skala usaha
tertentu wajib
mengikuti tata cara
budidayaternakyang
baik dengan tidak
mengganggu
ketertiban umum
sesuai dengan
pedoman yang
ditetapkan oleh
Menteri.

tertentu yang
mengusahakan Ternak
dengan skala usaha
tertentu wajib mengikuti
tata cara budi daya
Ternakyangbaikdengan
tidak mengganggu
ketertiban umum sesuai
dengan pedoman yang
ditetapkan oleh
PemerintahPusat.

perizinan berusaha untuk
sektorusahapeternakan.

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIHAPUS

Digabungkan ke ayat (2)
diatas

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP terminology
pemerintah dalam
ketentuanumum RUU
Cipta kerja meliputi
(Mentri dan Kepala
daerah)

PAN TETAP

PPP Mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal22ayat(4),
UUEksisting,yangberbunyi
:

(4)Peternak, perusahaan
peternakan, dan pihak
tertentu yang
mengusahakan ternak
dengan skala usaha
tertentu wajib mengikuti
tatacarabudidayaternak
yang baik dengan tidak
mengganggu ketertiban
umum sesuai dengan
pedoman yang ditetapkan
olehMenteri.

Konsiisten dengan
alasan sebelumnya,
bahwa kewenangan
ini ditetapkan oleh
Menteri.

1965. (5)Pemerintah (5)Pemerintah Pusat TETAP PDI-P TETAP
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berkewajiban untuk
melindungi usaha
peternakan dalam
negeridaripersaingan
tidak sehatdiantara
pelakupasar.

berkewajiban untuk
melindungi usaha
peternakandalam negeri
dari persaingan tidak
sehat diantara pelaku
usaha.

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP Mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal22ayat(5),
UUEksisting,yangberbunyi:
(5)Pemerintahberkewajiban
untuk melindungi usaha
peternakan dalam negeri
daripersaingantidaksehat
diantarapelakupasar.

1966. 7. Ketentuan Pasal 30
diubahsehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1967. Pasal30
(1)Budidayahanyadapat

diselenggarakan oleh
perorangan warga
negaraIndonesiaatau
korporasi, baik yang
berbadan hukum
maupun yang tidak
berbadan hukum

Pasal30
(1)Pemerintah Pusat

mengembangkan Usaha
Budi Daya melalui
penanaman modaloleh
peroranganwarganegara
Indonesiaataukorporasi
yangberbadanhukum.

TETAP PDI-P TETAP Disetujui
Panja Pukul
14.13

Ditambahkan
frasa “dan
Pemerintah
Daerah”

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIUBAH

(1) Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah
Daerah sesuai
kewenagannya,
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Indonesia. mengembangkan Usaha
Budi Daya melalui
penanaman modal oleh
perorangan warga negara
Indonesia atau korporasi
yangberbadanhukum.

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS DIUBAH

Kembalike ketentuan UU
Existing

Secara teknis
pemerintah pusat
akan kesulitan
mengembangkan
usaha budi daya,
selainitutidaksemua
pelaku budidaya
harus melakukan
penanaman modal
khususnya yang
skalakecildidaerah

PAN DIHAPUS
Dikembalikan pada
ketentuaneksisting.

Pasal30
(1) Budi daya hanya
dapatdiselenggarakanoleh
perorangan warga negara
Indonesia atau korporasi,
baikyangberbadanhukum
maupun yang tidak
berbadanhukum Indonesia.

Perlupenjelasanlebih
lanjut dari
Pemerintah
mengenai ketentuan
yang menyatakan
“Pemerintah Pusat
mengembangkan
Usaha Budi Daya
melalui penanaman
modal oleh
perorangan warga
negara Indonesia
atau korporasiyang
berbadanhukum.”

Ketentuan korporasi
berbadan hukum di
RUU bisa bermakna
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

korporasi berbadan
hukum Indonesia
maupun korporasi
berbadan hukum
asing. Jika itu
menyangkut
badan/korporasi
asing, maka
Pemerintah perlu
melakukan
pengaturan dan
pengawasan yang
ketat.

Selain itu ketentuan
tersebut juga bisa
dimaknai bahwa
Pemerintah terlibat
langsung dalam
pelaksanaan usaha
budidaya dengan
melibatkan penanam
modal perorangan
WNI atau korporasi
berbadanhukum.

PPP TETAP

1968. (2)Perorangan warga
negaraIndonesiaatau
badan hukum
Indonesia
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dapat melakukan
kerja sama dengan
pihak asing sesuai
dengan peraturan

(2) Pelaksanaanpenanaman
modal sebagaimana
dimaksud padaayat(1)
dilakukansesuaidengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan di
bidang penanaman
modal.

TETAP PDI-P TETAP Disetujui
Panja Pukul
14.19

TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS DIUBAH
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perundangundangandi
bidang penanaman
modaldan peraturan
perundang-undangan
lainnyayangterkait.

Kembalike ketentuan UU
Existing

PAN DIUBAH

Dikembalikan pada
ketentuaneksisting.

(2) Perorangan warga
negara Indonesia atau
badan hukum Indonesia
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat
melakukan kerja sama
denganpihakasingsesuai
dengan peraturan
perundangundangan di
bidang penanaman modal
dan peraturan perundang-
undangan lainnya yang
terkait.

PPP TETAP

1969. 8. Ketentuan Pasal 36B
diubahsehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

TETAP
PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1970. Pasal36B
(1)Pemasukan Ternak

dan Produk Hewan
dari luar negeri ke
dalam wilayahNegara
Kesatuan Republik

Pasal36B
(1) Pemasukan Ternak dan

Produk Hewan dariluar
negerikedalam wilayah
Negara Kesatuan
Republik Indonesia

TETAP
Alasan perubahan oleh
Pemerintah:
Komitmen Indonesia di
WTO khususnya dalam
Perjanjian GATT 1994

PDI-P Kembali ke UU existing
karenamenyangkutkonsep
ketahananpangan.

Disetujui
Panja Pukul
14.28

PENDING
PG TETAP

P.GERINDR
A

DIUBAH



44

Indonesia dilakukan
apabila produksidan
pasokan Ternak dan
Produk Hewan di
dalam negeri belum
mencukupikebutuhan
konsumsimasyarakat.

dilakukan untuk
memenuhi konsumsi
masyarakat.

Indonesia tidak dapat
melakukan pembatasan
terhadap pemasukan dan
pengeluaranbarangterkait
dengan perdagangan
internasional.
Dalam putusan Appelate
Body Kasus DS 477/478
antara Indonesia dengan
Amerika Serikat dan
Selandia Baru, Indonesia
melanggarketentuan XI.1
GATT 1994 (sehubungan
dengan measures ke-18
tentang Sufficiency of
domestic production to
fulfil domestic demand),
yangberbunyi:
No prohibitions or
restrictions other than
duties, taxes or other
charges, whether made
effective
through quotas,importor
export licences or other
measures, shall be
institutedormaintainedby
anycontracting
partyontheimportationof
anyproductoftheterritory
of any other contracting
partyorontheexportation
or
sale for export of any
product destined for the
territory of any other
contractingpart.

Potensiimplikasi:

DIM 1970,
1973, 1978,
1979, 1987,
1989, 1997,
1998, dan
2004 terkait
WTO.

Pengaturan pasal UU
Existing tetap
dipertahankan, karena
melindungidanmendukung
kebijakan pengembangan
ternakdalam negeri.

Pengaturan ini terlihat
bahwa Negara justru
mendukungkebijakanimpor
hewan ternak, karena
tunduk pada ketentuan
skema AOA WTO tentang
liberalisasipertanian.Halini
merugikan peternak dan
memukul produksi
peternak.

Kembali ke pasal UU
Existing.

(1) Pemasukan Ternak
danProdukHewandariluar
negeri ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik
Indonesiadilakukanapabila
produksi dan pasokan
TernakdanProdukHewan
di dalam negeri belum
mencukupi kebutuhan
konsumsimasyarakat.

P.
NASDEM

TETAP

PKB (1)Kembali ke Undang-
Undang No.41 tahun
2014 tentang
Peternakan dan
KesehatanHewanyang
berbunyi:

PerubahanSubstansi
bertujuan untuk
menjaga penyerapan
produksi dan
pasokan ternak
dalam negeridalam
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1. Indonesia dapat
mencukupi kebutuhan
panganasalternak.
2. Pemasukan ternak
diatur sesuai dengan
persyaratan kesehatan
hewan(sebagaimanadiatur
dalam ketentuan
AgreementonSanitaryand
Phytosanitary Measures
WTO).

PemasukanTernakdan
ProdukHewandariluar
negerikedalam wilayah
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
dilakukan apabila
produksidan pasokan
Ternak dan Produk
Hewandidalam negeri
belum mencukupi
kebutuhan konsumsi
masyarakat.

rangka mencukupi
kebutuhan konsumsi
masyarakat.

PD TETAP

PKS DIUBAH

Kembalike Ketentuan UU
Existing

 Konsep
ketersediaan
terlalu umum,
karena tidak
peduli dengan
sumbernya baik
produksi dalam
negeri maupun
impor

 Akanmemberikan
kemudahan yang
sangatbesarbagi
importasi hewan
dan produk
hewan. Memang
pada
kenyataannya
pemenuhan
terkaithewandan
produk hewan
dalam negeri
masih sangat
sulit untuk
dipenuhiproduksi
dalam negeri,
namun pada
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

tatanan UU
perlindungan
terhadap
peternak dalam
negerijuga tidak
bolehdiabaikan.

PAN DIHAPUS

Dikembalikan pada
ketentuaneksisting.

Pasal36B
(1) Pemasukan Ternak
danProdukHewandariluar
negeri ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik
Indonesiadilakukanapabila
produksi dan pasokan
TernakdanProdukHewan
di dalam negeri belum
mencukupi kebutuhan
konsumsimasyarakat.

Ketentuan ini
cenderung akan
menciptakan atau
meliberalisasipangan
khususnyaternak.Ini
sangat rawan
terhadap keamanan
dan kedaulatan
pangandimasayang
akandatang.

PPP Mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuan Pasal36B ayat
(1), UU Eksisting, yang
berbunyi:

Pasal36B
Pemasukan Ternak dan
Produk Hewan dari luar
negeri ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik
Indonesiadilakukanapabila
produksi dan pasokan
TernakdanProdukHewan
di dalam negeri belum
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UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
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FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

mencukupi kebutuhan
konsumsimasyaraka

1971. (2)Pemasukan Ternak
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) harus berupa
Bakalan.

(2) Setiap Orang yang
melakukan pemasukan
Ternak sebagaimana
dimaksud padaayat(1)
wajib memenuhi
Perizinan Berusaha dari
PemerintahPusat.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS DIUBAH
kembali Kembali ke
KetentuanUUExisting

PAN TETAP

PPP Mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuan Pasal36B ayat
(2), UU Eksisting, yang
berbunyi:
(2)Pemasukan Ternak
sebagaimana dimaksud
padaayat(1)harusberupa
Bakalan.

1972. (3)Pemasukan Ternak
ruminansia besar
Bakalan tidak boleh
melebihi berat
tertentu.

(3) Pemasukan Ternak dari
luarnegeriharus:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS DIUBAH
Kembalike Ketentuan UU
Existing

PAN TETAP
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UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG
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FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

PPP Mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuan Pasal36B ayat
(2), UU Eksisting, yang
berbunyi:
(3)Pemasukan Ternak
ruminansia besar Bakalan
tidak boleh melebihiberat
tertentu.

1973. a. memenuhi persyaratan
teknisKesehatanHewan;

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN DIUBAH

Menambahkannormabaru,
sementara norma pada
huruf a menyesuaikan
urutannya, sehingga
berbunyisebagaiberikut:

a. berupa Ternak
Ruminansia Betina
Produktifdan/atau Ternak
RuminansiaIndukan

b. memenuhipersyaratan
teknis Kesehatan
Hewan;

Dalam UU No. 41
Tahun 2014 tentang
Peternakan dan
Kesehatan
disebutkan bahwa
Ternak Ruminansia
Betina Produktif
adalahTernak
ruminansia betina
yang organ
reproduksinya masih
berfungsi secara
normal dan dapat
beranak. Sementara
Ternak Ruminansia
Indukan adalah
Ternakbetina bukan
bibit yang memiliki
organ reproduksi
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

normal dan sehat
digunakan untuk
pengembangbiakan.

FraksiPAN menilai,
swasembada sapi
hanyadapatterwujud
jika kita memiliki
Ternak Ruminansia
Betina Produktif
dan/atau Indukan
yang memadai.
Betina produktifdan
indukan ini
diharapkan dapat
melahirkan bakalan
yang dapat
menopangkebutuhan
sapidiIndonesia.

PPP Mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuan Pasal36B ayat
(2)hurufa,UU Eksisting,
yangberbunyi:
memenuhi persyaratan
teknisKesehatanHewan;

1974. b.bebasdariPenyakitHewan
Menular yang
dipersyaratkan oleh
OtoritasVeteriner;dan

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

Menjadihurufc.

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP Urutan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

menyesuaikan.

PPP Mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuan Pasal36B ayat
(2)hurufb,UU Eksisting,
yangberbunyi:
b.bebas dari Penyakit

Hewan Menular yang
dipersyaratkan oleh
OtoritasVeteriner;dan

1975. c.memenuhi ketentuan
peraturan perundang-
undangan di bidang
KarantinaHewan.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

Menjadihurufd.

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP Urutanmenyesuaikan

PPP Mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuan Pasal36B ayat
(2)hurufc,UU Eksisting,
yangberbunyi:
c.memenuhi ketentuan

peraturan perundang-
undangan di bidang
KarantinaHewan.

1976. (4)Setiap Orang yang
melakukanpemasukan
Bakalan sebagaimana
dimaksud pada ayat

(4) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pemasukan
Ternak dan Produk
Hewan sebagaimana

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP
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(2)wajib memperoleh
izindariMenteri.

(5)Setiap Orang yang
memasukkan Bakalan
dari luar negeri
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2) wajib melakukan
penggemukan di
dalam negeri untuk
memperoleh nilai
tambah dalam jangka
waktu paling cepat4
(empat) bulan sejak
dilakukan tindakan
karantina berupa
pelepasan.

(6)Pemasukan Ternak
dari luar negeri
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2)danayat(3)harus:
a.memenuhi

persyaratan teknis
KesehatanHewan;

b.bebas dari
Penyakit Hewan
Menular yang
dipersyaratkan
oleh Otoritas
Veteriner;dan

c.memenuhi
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan di
bidang karantina
Hewan.

(7)Pemasukan Ternak

dimaksud pada ayat(1)
diaturdengan Peraturan
Pemerintah.

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS DIUBAH

Kembalike Ketentuan UU
Existing

PAN TETAP FraksiPANkonsisten
dengan usulan pada
DIM nomor 1984
yang mendorong
impor ternak hanya
dapatdilakukanpada
ternak ruminansia
betina produktif
dan/atau ternak
ruminansiaindukan.

PPP PPP mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuan Pasal36B ayat
(4),(5),(6),(7),dan(8)UU
Eksisting,yangberbunyi:
(4)Setiap Orang yang

melakukan pemasukan
Bakalan sebagaimana
dimaksudpadaayat(2)
wajib memperoleh izin
dariMenteri.

(5)Setiap Orang yang
memasukkan Bakalan
dari luar negeri
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib
melakukan
penggemukan didalam
negeri untuk
memperoleh nilai
tambah dalam jangka
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dariluarnegeriuntuk
dikembangbiakan di
Indonesiaharus:
a.memenuhi

persyaratan teknis
KesehatanHewan;

b.bebas dari
Penyakit Hewan
Menular yang
dipersyaratkan
oleh Otoritas
Veteriner;dan

c. memenuhi
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan di
bidang karantina
Hewan.

(8)Ketentuan lebih lanjut
mengenaipemasukan
Ternak dan Produk
Hewan sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1)sertaberattertentu
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(3) diatur dengan
PeraturanMenteri.

waktu paling cepat 4
(empat) bulan sejak
dilakukan tindakan
karantina berupa
pelepasan.

(6)PemasukanTernakdari
luarnegerisebagaimana
dimaksudpadaayat(2)
danayat(3)harus:
a.memenuhi

persyaratan teknis
KesehatanHewan;

b.bebasdariPenyakit
HewanMenularyang
dipersyaratkan oleh
Otoritas Veteriner;
dan

c.memenuhi
ketentuan peraturan
perundang-
undangan dibidang
karantinaHewan.

(7)PemasukanTernakdari
luar negeri untuk
dikembangbiakan di
Indonesiaharus:
a.memenuhi

persyaratan teknis
KesehatanHewan;

b.bebasdariPenyakit
Hewan Menular
yang dipersyaratkan
oleh Otoritas
Veteriner;dan

c. memenuhi
ketentuan peraturan
perundang-
undangandibidang
karantinaHewan.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

(8) Ketentuan lebih
lanjutmengenaipemasukan
TernakdanProdukHewan
sebagaimana dimaksud
pada ayat(1)serta berat
tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan Peraturan
Menteri.

1977. 9. Ketentuan Pasal 36C
diubahsehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1978. Pasal36C
(1)Pemasukan Ternak

RuminansiaIndukanke
dalam wilayahNegara
Kesatuan Republik
Indonesia dapat
berasal dari suatu
negara atau zona
dalam suatu negara
yang telah memenuhi
persyaratan dan tata
carapemasukannya.

Pasal36C
(1)Pemasukan Ternak

Ruminansia Indukan ke
dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesia dapatberasal
darisuatu negara yang
telah memenuhi
persyaratandantatacara
pemasukannya.

TETAP
CatatanTim AhliDPR:
PerubahanPasal36C RUU
Ciptaker menyesuaikan
dengan ketentuan WTO.
Undang-Undang Nomor18
Tahun2009junctoUndang-
Undang Nomor41 Tahun
2014 DIGUGAT oleh New
Zealand (DS-477) dan
Amerika Serikat (DS478)
karena dinilai tidak
konsisten dengan Article
XI.1 GATT 1994.Namun,
halinibertentangandengan
UU Nomor18tahun2012

PDI-P Meminta penjelasan
pemerintah terkait
penghapusanzona.

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN Dihapus

Dikembalikan pada
ketentuaneksisting.

Zona merupakan
bagian dari suatu
negarayang
mempunyai batas
alam, status
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tentang Pangan yang
menyebutkan Kedaulatan
Panganadalahhaknegara
dan bangsa yang secara
mandiri menentukan
kebijakan Pangan yang
menjaminhakatasPangan
bagi rakyat dan yang
memberikan hak bagi
masyarakat untuk
menentukan sistem
Pangan yang sesuai
dengan potensi sumber
dayalokal.Selainitujuga
tujuandariPasalinidalam
UU Nakeswan untuk
melindungipeternaklokal.

Alasan perubahan oleh
Pemerintah:
Komitmen Indonesia di
WTO khususnya dalam
Perjanjian GATT 1994
Indonesia tidak dapat
melakukan pembatasan
terhadap pemasukan atau
pengeluaran barang yang
terkait dengan
perdaganganinternasional.

Dalam putusan Appelate
Body Kasus DS 477/478
antara Indonesia dengan
Amerika Serikat dan
Selandia Baru, Indonesia
melanggarketentuan XI.1
GATT 1994 (sehubungan
dengan measures ke-18
tentang Sufficiency of

Pasal36C
(1) Pemasukan Ternak
Ruminansia Indukan ke
dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesia dapat berasal
darisuatunegaraatauzona
dalam suatu negara yang
telah memenuhi
persyaratan dan tata cara
pemasukannya.

kesehatan populasi
Hewan, status
epidemiologik
Penyakit
Hewan Menular,dan
efektivitas daya
kendali.

Penggunaan zona
sangat penting,
mengingat dapat
membantu
memahami keadaan
suatu wilayah dan
sangatefektifuntuk
mencegah ekses
negatif atas
pemasukan ternak
dariluarnegeri.

PPP TETAP KarenamenurutOie
(WordOrganisation
forAnimalHealth):

Zonaadalahstatus
negaraterhadap
penyakitPMKpada
sapi.ContohIndia.

Pasal36Ciniadalah
upayamemudahkan
impordarinegara
selainAustralia.

Indonesia berstatus
negarabebasPMK
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domestic production to
fulfil domestic demand),
yangberbunyi:
No prohibitions or
restrictions other than
duties, taxes or other
charges, whether made
effective
through quotas,importor
export licences or other
measures, shall be
institutedormaintainedby
anycontracting
partyontheimportationof
anyproductoftheterritory
of any other contracting
partyorontheexportation
or
sale for export of any
product destined for the
territory of any other
contractingpart.

Potensiimplikasi:
1. Perlu dilakukan
pengawasan terhadap
resiko penularan atau
penyebaranpenyakithewan
diIndonesia.
2. Pemasukan ternak
diatur sesuai dengan
persyaratan kesehatan
hewan(sebagaimanadiatur
dalam ketentuan
AgreementonSanitaryand
Phytosanitary Measures
WTO).

1979. (2)Persyaratan dan tata
cara pemasukan

(2)Persyaratan dan tata
cara pemasukan Ternak

TETAP PDI-P Meminta penjelasan
pemerintah
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

Ternak Ruminansia
Indukan dari luar
negeri ke dalam
wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesia ditetapkan
berdasarkan analisis
risiko di bidang
KesehatanHewanoleh
Otoritas Veteriner
dengan
mengutamakan
kepentingannasional.

Ruminansiaindukandari
luar negeri ke dalam
wilayahNegaraKesatuan
Republik Indonesia
ditetapkan berdasarkan
analisisrisiko dibidang
Kesehatan Hewan oleh
OtoritasVeteriner.

Usulan:
KembalikeUUexisting.

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIUBAH

KembalikeUUExisting.

Frasa “Mengutamakan
kepentinganNasionaltetap
dipertahankan”.

P.
NASDEM

TETAP

PKB (2)Kembali ke Undang-
Undang Nomor 41
tahun 2014 tentang
Peternakan dan
KesehatanHewanyang
berbunyi:
Persyaratan dan tata
carapemasukanTernak
Ruminansia Indukan
dari luar negeri ke
dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesia ditetapkan
berdasarkan analisis
risiko di bidang
KesehatanHewanoleh
Otoritas Veteriner
denganmengutamakan
kepentingannasional

PerubahanSubstansi
Pasal36C Ayat(2)
bertujuanuntuklebih
memproteksi
persyaratandantata
cara pemasukan
Ternak Ruminansia
Indukan dari luar
negeri ke dalam
wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesia guna
meminimalisirresiko
tertularnya penyakit
hewan dan ternak
dariluarnegeri.

PD TETAP

PKS DIUBAH
(2) Persyaratan dan tata
cara pemasukan Ternak
Ruminansia Indukan dari

Diubah dengan
panambahan kalimat
“dengan
mengutamakan
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ANRAPAT

luarnegerikedalam
wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia
ditetapkan berdasarkan
analisis risiko di bidang
Kesehatan Hewan oleh
Otoritas Veteriner dengan
mengutamakan
kepentingannasional.

kepentingan
nasional”
Hal ini sebagai
penegasan bahwa
semuakegiatanyang
terkait pemasukan
hewan ternak dari
laur negeri dengan
tujuan apapun harus
mengutamakan
kepentingannasional

PAN Dihapus

Dikembalikan pada
ketentuaneksisting.

(2) Persyaratandantata
cara pemasukan Ternak
Ruminansia Indukan dari
luarnegerikedalam wilayah
Negara Kesatuan Republik
Indonesia ditetapkan
berdasarkan analisis risiko
dibidangKesehatanHewan
oleh Otoritas Veteriner
dengan mengutamakan
kepentingannasional.

Fraksi PAN sangat
keberatan terhadap
penghilangan frasa
“mengutamakan
kepentingannasoinal.
Penghilangan frasa
tersebutdinilaidapat
menghilangkan
perlindungan
terhadapkepentingan
nasional, yang
seharusnya tetap
dijaga dan
diutamakan. Hal
tersebut jelas
bertentangandengan
spirit UU No 41
Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas UU
No 18 Tahun 2009
tentang Peternakan
dan Kesehatan
Hewan,yang mana
penyelenggaraan
peternakandan
kesehatan hewan
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dilaksanakan dengan
mengamankandan
menjamin
pemanfaatan dan
pelestarian hewan
untuk mewujudkan
kedaulatan,
kemandirian,serta
ketahanan pangan
dalam rangka
menciptakan
kesejahteraan dan
kemakmuran seluruh
rakyatIndonesia.
Konstitusi juga
secara tegas
menyatakan bahwa
bahwa negara
bertanggung jawab
untukmelindungi
segenap bangsa
Indonesia dan
seluruhtumpahdarah
Indonesia.

PPP PPP mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuan Pasal36C ayat
(2), UU Eksisting,yang
berbunyi:
(2)Persyaratan dan tata
cara pemasukan Ternak
Ruminansia Indukan dari
luarnegerikedalam wilayah
Negara Kesatuan Republik
Indonesia ditetapkan
berdasarkan analisis risiko
dibidangKesehatanHewan
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oleh Otoritas Veteriner
dengan mengutamakan
kepentingannasional.

1980. (3)Pemasukan Ternak
Ruminansia Indukan
yangberasaldarizona
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1), selain harus
memenuhi ketentuan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2)jugaharusterlebih
dahulu:

(3)Pemasukan Ternak
RuminansiaIndukanyang
berasal dari zona
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), selain
harus memenuhi
ketentuan sebagaimana
dimaksud padaayat(2)
juga harus terlebih
dahulu:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB (3)Pemasukan Ternak
Ruminansia Indukan
yang berasal dari
sebagaimanadimaksud
pada ayat (1), selain
harus memenuhi
ketentuansebagaimana
dimaksudpadaayat(2)
juga harus terlebih
dahulu:

Perubahan substansi
Pasal36C Ayat(3)
merupakan
sinkronisasi dengan
Ayat (1) terkait
penghapusan zona
sesuai dengan
putusan MK No.
137/PUU-VII/2009

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1981. a.dinyatakan bebas
Penyakit Hewan
Menulardinegaraasal
olehotoritasveteriner
negara asal sesuai
dengan ketentuan
yangditetapkanbadan
kesehatan hewan
duniadan diakuioleh
Otoritas Veteriner
Indonesia;

a. dinyatakan bebas
PenyakitHewanMenular
di negara asal oleh
otoritasveterinernegara
asal sesuai dengan
ketentuan yang
ditetapkan badan
kesehatan hewan dunia
dandiakuiolehOtoritas
VeterinerIndonesia;

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB a. dinyatakan bebas
PenyakitHewanMenulardi
negara asaloleh otoritas
veterinernegaraasalsesuai
dengan ketentuan yang
ditetapkanbadankesehatan
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hewanduniadandiakuioleh
Otoritas Veteriner
Indonesia;

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1982. b.dilakukan penguatan
sistem dan
pelaksanaan surveilan
didalam negeri;dan

b. dilakukan penguatan
sistem danpelaksanaan
surveilandidalam negeri;
dan

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB b. dilakukan penguatan
sistem dan pelaksanaan
surveilan didalam negeri;
dan

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1983. c.ditetapkan tempat
pemasukantertentu.

c. ditetapkan tempat
pemasukantertentu.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB c. ditetapkan tempat
pemasukantertentu.

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1984. (4)Setiap Orang yang (4)Setiap Orang yang TETAP PDI-P TETAP
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melakukanpemasukan
Ternak Ruminansia
Indukan sebagaimana
dimaksudpadaayat(l)
wajibmemperolehizin
dariMenteri.

melakukan pemasukan
Ternak Ruminansia
Indukan sebagaimana
dimaksud pada ayat(l)
wajib memenuhi
Perizinan Berusaha dari
PemerintahPusat.

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP PPP mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuan Pasal36C ayat
(4), UU Eksisting,yang
berbunyi:
4) Setiap Orang yang
melakukan pemasukan
TernakRuminansiaIndukan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) wajib
memperoleh izin dari
Menteri.

Konsisten dengan
alasan sebelumnya,
bahwa tekait izinya
menjadikewenangan
Menteriterkait.

1985. (5)Ketentuan lebih lanjut
mengenaipemasukan
Ternak Ruminansia
Indukan ke dalam
wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesia diatur
dengan Peraturan
Menteri.

(5)Ketentuan lebih lanjut
mengenai pemasukan
Ternak Ruminansia
Indukan ke dalam
wilayahNegaraKesatuan
Republik Indonesia dan
PerizinanBerusahadiatur
dengan Peraturan
Pemerintah.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP PPP mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuan Pasal36C ayat
(5), UU Eksisting,yang
berbunyi:
(5) Ketentuan lebih
lanjutmengenaipemasukan

Konsiten dengan
alasan bahwa
kewenagan inilebih
lanjut diatur dalam
PeraturanMenteri.
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TernakRuminansiaIndukan
ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesia diatur dengan
PeraturanMenteri.

1986. 10.Ketentuan Pasal 37
diubahsehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

TETAP
Alasan perubahan oleh
Pemerintah:
1.Kemudahan dalam

Berusaha khususnya
Perizinan.

2.Pengaturanpenggunaan
bahan baku tidak lagi
mendikotomikan dari
dalam negeri maupun
luarnegeri.

3.Pemasukan dan
pengeluaranakandiatur
dalam PP termasuk
aturan mengenai
pengutamaan
penggunaanbahanbaku
dalam negeri.

4.Komitmen Indonesia di
WTO khususnya dalam
Art.11PerjanjianGATT
1994 Indonesia tidak
dapat melakukan
pembatasan terhadap
pemasukan atau
pengeluaran barang
yang terkait dengan
perdagangan
internasional.

Dalam putusan Appelate

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB KembalikeUndang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014
Pasal37Ayat(1),(2)dan
(3)yangberbunyi:

PerubahanSubstansi
dikembalikannya
Pasal 37 Undang-
Undang Nomor 41
tahun2014bertujuan
untuk mempertegas
peran Pemerintah
dalam halpembinaan
dibidangindustridan
pengolahan produk
hewandanternak

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP
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Body Kasus DS 477/478
antara Indonesia dengan
Amerika Serikat dan
Selandia Baru, Indonesia
melanggarketentuan XI.1
GATT 1994 (sehubungan
dengan measures ke-18
tentang Sufficiency of
domestic production to
fulfil domestic demand),
yangberbunyi:
No prohibitions or
restrictions other than
duties, taxes or other
charges, whether made
effective
through quotas,importor
export licences or other
measures, shall be
institutedormaintainedby
anycontracting
partyontheimportationof
anyproductoftheterritory
of any other contracting
partyorontheexportation
or
sale for export of any
product destined for the
territory of any other
contractingpart.

Potensiimplikasi:
Denganadanyapembinaan
dan fasilitasi dari
PemerontahPusat,Industri
pengolahan produkhewan
yang sesuai dengan
standardapatberkembang.
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CatatanTIM AHLIDPR
Penggunaan bahan baku
produksi dalam negeri
digantimenjadibahanbaku
yangmemenuhistandar.

1987. Pasal37
(1)Pemerintah membina

dan memfasilitasi
berkembangnya
industri pengolahan
produkhewandengan
mengutamakan
penggunaan bahan
baku dari dalam
negeri.

(2)Pemerintah membina
terselenggaranya
kemitraan yang sehat
antara industri
pengolahan dan
Peternak dan/atau
koperasi yang
menghasilkan Produk
Hewanyangdigunakan
sebagai bahan baku
industri.

(3)Ketentuan lebih lanjut
mengenai pembinaan
dan fasilitasi
berkembangnya
industri pengolahan
produk Hewan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai
dengan peraturan
perundangundangandi

Pasal37
Pemerintah Pusatmembina
dan memfasilitasi
berkembangnya industri
pengolahan Produk Hewan
dengan penggunaan bahan
baku yang memenuhi
standar.

KembalikeUU41/2014 PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIUBAH

Penyederhanaan perizinan
berusahayangdibuatoleh
pemerintah,menghilangkan
butir kemitraan dengan
industrilokalsertakoperasi
yangmerupakanpenggerak
ekonomibangsa.

KembalikeUUExisting

P.
NASDEM

TETAP

PKB (1)Pemerintah membina
dan memfasilitasi
berkembangnyaindustri
pengolahan produk
hewan dengan
mengutamakan
penggunaanbahanbaku
daridalam negeri.

(2)Pemerintah membina
terselenggaranya
kemitraan yang sehat
antara industri
pengolahan dan
peternak dan/atau
koperasi yang
menghasilkan produk
hewan yang digunakan
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bidangindustri,kecuali
untuk hal-hal yang
diaturdalam Undang-
Undangini.

sebagai bahan baku
industri.

(3)Ketentuan lebih lanjut
sebagaimanadimaksud
padaayat(1)dilakukan
sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan di bidang
industri,kecuali untuk
hal-hal yang diatur
dalam Undang-Undang
ini.

PD TETAP

PKS DIUBAH

(1) Pemerintah membina
dan memfasilitasi
berkembangnya industri
pengolahan ProdukHewan
denganpenggunaanbahan
baku yang memenuhi
standar serta wajib
mengutamakan
penggunaan bahan Baku
daridalam negeri
(2) Pemerintah membina
terselenggaranyakemitraan
yang sehatantara industri
pengolahan dan Peternak
dan/atau koperasi yang
menghasilkan Produk
Hewan yang digunakan
sebagai bahan baku
industri.
(3)Ketentuan lebih lanjut

mengenaipembinaan dan
fasilitasi berkembangnya
industripengolahanProduk
Hewan sebagaimana

Penambahan kalimat
“wajib
mengutamakan
penggunaan bahan
Baku dari dalam
negeri”sebagiupaya
perlindungan
terhadap industry
pengolahan Produk
hewandalam negeri
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dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-
undangandibidangindustri,
kecualiuntuk hal-halyang
diatur dalam Undang-
Undangini.”

PAN DIHAPUS

Dikembalikan pada
ketentuaneksisting.

Pasal37
(1) Pemerintah
membinadanmemfasilitasi
berkembangnya industri
pengolahan produk hewan
dengan mengutamakan
penggunaan bahan baku
daridalam negeri.
(2) Pemerintah
membina terselenggaranya
kemitraan yang sehat
antara industripengolahan
dan Peternak dan/atau
koperasi yang
menghasilkan Produk
Hewan yang digunakan
sebagai bahan baku
industri.
(3) Ketentuan lebih
lanjutmengenaipembinaan
dan fasilitasi
berkembangnya industri
pengolahan produk Hewan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan

Peran Pemerintah
dalam melakukan
pembinaan dan
memfasilitasi
berkembangnya
industri pengolahan
produk hewan
dengan
mengutamakan
bahan baku dalam
negerimasih sangat
diperlukan. Hal ini
bertujuanagarbahan
baku dalam negeri
dapatterserapsecara
optimal, dan
sekaligus sebagai
bentuk dukungan
Pemerintah atas
upaya perlindungan
produkdalam negeri.
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sesuai dengan peraturan
perundangundangan di
bidang industri, kecuali
untuk hal-halyang diatur
dalam Undang-Undangini.

PPP PPP mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal37ayat(1),
UUEksisting,yangberbunyi
:

Pasal37
(1)Pemerintah membina

dan memfasilitasi
berkembangnya industri
pengolahan produk
hewan dengan
mengutamakan
penggunaanbahanbaku
daridalam negeri.

(2)Pemerintah membina
terselenggaranya
kemitraan yang sehat
antara industri
pengolahan dan
Peternak dan/atau
koperasi yang
menghasilkan Produk
Hewan yang digunakan
sebagai bahan baku
industri.

(3) Ketentuan lebih
lanjutmengenaipembinaan
dan fasilitasi
berkembangnya industri
pengolahan produk Hewan
sebagaimana dimaksud
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pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan peraturan
perundangundangan di
bidang industri, kecuali
untuk hal-halyang diatur
dalam Undang-Undangini.

1988. 11.Ketentuan Pasal 52
diubahsehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1989. Pasal52
(1)Setiap orang yang

berusaha di bidang
pembuatan,
penyediaan, dan/atau
peredaranobathewan
wajib memiliki izin
usaha sesuaidengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal52
(1)Setiap orang yang

berusaha di bidang
pembuatan,penyediaan,
dan/atauperedaranobat
hewan wajib memenuhi
Perizinan Berusaha dari
PemerintahPusat.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS DIUBAH

(1) Setiap orang yang
berusaha di bidang
pembuatan, penyediaan,
dan/atau peredaran obat
hewan wajib memenuhi
Perizinan Berusaha dari
Pemerintah sesuai
kewenangannya masing-
masing.

Kata pemerintah
pusatdigantidengan
pemerintah (Meliputi
mentri,gubernurdan
bupati/walikota)
untuk penegasan
jenganperizinan.
Tidak semua izin
harus dikeluarkan
pemerintahpusat
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PAN Diubah

Pasal52

(1) Setiap orang yang
berusaha di bidang
pembuatan, penyediaan,
dan/atau peredaran obat
hewan wajib memenuhi
Perizinan Berusaha usaha
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.

Pengaturan
mengenaiizinusaha
dibidangpembuatan,
penyediaan,dan/atau
peredaran obat
hewan perlu
diselaraskan dengan
peraturanperundang-
undangan yang
berlaku. Hal ini
mengigatpengaturan
tentangketentuanini
bersinggungan
dengan banyak
produk undang-
undang lainnya,
seperti UU No. 8
Tahun 1999 tentang
Perlindungan
Konsumen

PPP PPP mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal52ayat(1),
UUEksisting,yangberbunyi
:

(1) Setiap orang yang
berusaha di bidang
pembuatan, penyediaan,
dan/atau peredaran obat
hewan wajib memilikiizin
usaha sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.

1990. (2)Setiap orang dilarang
membuat,
menyediakan,
dan/atau

(2)Setiap orang dilarang
membuat,menyediakan,
dan/atau mengedarkan
obathewanyang:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP
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mengedarkan obat
hewanyang:

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1991. a.berupa sediaan
biologik yang
penyakitnya tidakada
diIndonesia;

a. berupa sediaan biologik
yang penyakitnya tidak
adadiIndonesia;

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1992. b.tidak memilikinomor
pendaftaran;

b. tidak memiliki nomor
pendaftaran;

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1993. c.tidak diberilabeldan
tanda;dan

c. tidak diberi label dan
tanda;dan

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP
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PAN TETAP

PPP TETAP

1994. d.tidak memenuhi
standarmutu.

d. tidakmemenuhistandar
mutu.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

1995. (3)Ketentuan lebih lanjut
mengenai Perizinan
Berusaha sebagaimana
dimaksud padaayat(1)
diaturdengan Peraturan
Pemerintah.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP Dihapus Karena sudah diatur
padaayatseblumnya
(diatas)

1996. 12.Ketentuan Pasal 54
diubahsehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

TETAP
Alasan perubahan oleh
Pemerintah:
1.Kemudahan dalam

Berusaha khususnya
Perizinan dan
memberikan
kesempatanyangsama.

2.Formulasiobat hewan
(HAKI)berasaldariluar

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP
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negeri sehingga
Indonesia hanya dapat
memproduksi obat
hewan dengan lisensi
formulasi dari luar
negeri.

3.Komitmen Indonesia di
WTO khususnya dalam
Perjanjian GATT 1994
Indonesia tidak dapat
melakukanpembatasan
terhadap pemasukan
atau pengeluaran
barang yang terkait
dengan perdagangan
internasional.

Dalam putusan Appelate
Body Kasus DS 477/478
antara Indonesia dengan
Amerika Serikat dan
Selandia Baru, Indonesia
melanggarketentuan XI.1
GATT 1994 (sehubungan
dengan measures ke-18
tentang Sufficiency of
domestic production to
fulfil domestic demand),
yangberbunyi:
No prohibitions or
restrictions other than
duties, taxes or other
charges, whether made
effective
through quotas,importor
export licences or other
measures, shall be
institutedormaintainedby
anycontracting
partyontheimportationof

PPP TETAP

1997. Pasal54
(1)Penyediaan obat

hewan dilakukan
dengan
mengutamakan
produksidalam negeri.

Pasal54
(1)Penyediaan obathewan

dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan
obathewan.

PDI-P Meminta penjelasan
pemerintah

Usulan:
KembalikeUUexisting.

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB (1)Kembali ke Undang-
Undang No.41 Tahun
2014yangberbunyi:

Penyediaan obathewan
dilakukan dengan
mengutamakanproduksi
dalam negeri.

Perubahan substansi
Pasal54Ayat(1),(2)
dan (3) bertujuan
untuk lebih
mengutamakan
produkdalam negeri
terkait penyediaan
obat hewan dan
menjagahasilproduk
obathewanproduksi
dalam negeri.

PD TETAP

PKS DIUBAH

(1)Penyediaanobathewan
dilakukanuntukmemenuhi
kebutuhan obat hewan
dengan mengutamakan
produksidalam negeri.

Perlu penegasan
mengutamakan
produksi dalam
negeri.

Indonesiamerupakan
negara exportirobat
hewandalam 5tahun
terakhir yaitu tahun
2015-2019.
DiIndonesiaterdapat
95 perusahaan
memproduksi obat
hewan, 35
perusahaan
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anyproductoftheterritory
of any other contracting
partyorontheexportation
or
sale for export of any
product destined for the
territory of any other
contractingpart.

Potensiimplikasi:
Obathewanyangberedardi
Indonesia aman bagi
hewan, manusia dan
lingkungan.

merupakan eksportir
obat hewan,
sementara 233
merupakan importir
obathewan(data15
Agustus2019)

PAN DIHAPUS

Dikembalikan pada
ketentuaneksisting.

Pasal54
(1) Penyediaan obat
hewan dilakukan dengan
mengutamakan produksi
dalam negeri.

Pengarusutamaan
penyediaan obat
hewan dengan
mengutamakan
produksi dalam
negeribertujuanagar
dapat memacu
penelitian dan
pengembangan
industriobathewan
diTanahAir.

PPP PPP mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal54ayat(1),
UUEksisting,yangberbunyi
:

Penyediaan obat hewan
dilakukan dengan
mengutamakan produksi
dalam negeri.

1998. (2)Dalam halobathewan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) belum dapat
diproduksiataubelum
mencukupikebutuhan
dalam negeri,
penyediaannya dapat
dipenuhi melalui
produkluarnegeri.

(2)Penyediaan obathewan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat
berasal dari produksi
dalam negeriatau dari
luarnegeri.

PDI-P Meminta penjelasan
pemerintah

Usulan:
KembalikeUUexisting.

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB (2)Kembali ke Undang-
Undang No.41 Tahun
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2014yangberbunyi:
Dalam halobathewan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum
dapat diproduksi atau
belum mencukupi
kebutuhandalam negeri,
penyediaannya dapat
dipenuhimelaluiproduk
luarnegeri.

PD TETAP

PKS DIUBAH

Kembalike Ketentuan UU
Existing

PAN DIHAPUS

Dikembalikan pada
ketentuaneksisting.
(2) Dalam hal obat
hewan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
belum dapat diproduksi
atau belum mencukupi
kebutuhan dalam negeri,
penyediaannya dapat
dipenuhimelaluiprodukluar
negeri.

IDEM

PPP PPP mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal54ayat(2),
UUEksisting,yangberbunyi
:

(2) Dalam hal obat
hewan sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1)
belum dapat diproduksi
atau belum mencukupi
kebutuhan dalam negeri,
penyediaannya dapat
dipenuhimelaluiprodukluar
negeri.

1999. (3)Pemasukan obat
hewanuntukdiedarkan
ke dalam wilayah
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
harus memenuhi
persyaratanperedaran
obat hewan
sebagaimana
dimaksuddalam Pasal
50 ayat (1) dan
peraturan perundang-
undangan di bidang
karantina.

(3)Pengeluaranobathewan
produksidalam negerike
luarnegeriharussesuai
standar.

PDI-P Memintapenjelasan
pemerintahterkait
perbedaanantaraayat(4)
UUexistingdanayat(3)
RUUCK.

Usulan:
Mempertahankan Ayat(4)
UUexisting,Ayat4RUUCK
menjadiAyat(5).

Disetujui
Panja Pukul
14.30

TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB (3)Kembali ke Undang-
Undang No.41 Tahun
2014yangberbunyi:
Pemasukanobathewan
untuk diedarkan ke
dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesia harus
memenuhipersyaratan
peredaran obathewan
sebagaimanadimaksud
dalam Pasal50ayat(1)
dan peraturan
perundang-undangandi
bidangkarantina.
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PD TETAP

PKS DIUBAH

Kembalike Ketentuan UU
Existing

PAN DIHAPUS

Dikembalikan pada
ketentuaneksisting.

(3) Pemasukan obat
hewan untukdiedarkan ke
dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesiaharusmemenuhi
persyaratanperedaranobat
hewan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal50
ayat (1) dan peraturan
perundang-undangan di
bidangkarantina.

Penghapusan
ketentuan mengenai
persyaratan
pemasukan obat
hewan dapat
menciptakanpeluang
praktikmoralhazard,
sepertiimporillegal
danlainnya.

PPP PPP mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal54ayat(3),
UUEksisting,yangberbunyi
:

(3) Pemasukan obat
hewan untukdiedarkan ke
dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesiaharusmemenuhi
persyaratanperedaranobat
hewan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal50
ayat (1) dan peraturan
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perundang-undangan di
bidangkarantina.

2000. (4)Pengeluaran obat
hewanproduksidalam
negerike luarnegeri
harus mengutamakan
kepentingannasional.

(5)Ketentuan lebih lanjut
mengenaipemasukan
dan pengeluaran dari
dan ke luar negeri
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2),ayat(3)danayat
(4) diatur dengan
PeraturanMenteri.

(4)Ketentuan lebih lanjut
mengenai pemasukan
danpengeluarandaridan
ke luar negeri
sebagaimana dimaksud
pada ayat(2),ayat(3)
dan ayat (4) diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIUBAH

Pengaturan mengenai
pemasukan obat hewan
dalam ayat(3)UU Existing
tetapdipertahankan.

Pasal54

(4) Pemasukan obat
hewan untukdiedarkan ke
dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesiaharusmemenuhi
persyaratanperedaranobat
hewan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal50
ayat (1) dan peraturan
perundang-undangan di
bidangkarantina.

(5)Ketentuan lebih lanjut
mengenaipemasukan dan
pengeluarandaridankeluar
negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2),
ayat(3)danayat(4)diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP
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PD TETAP

PKS DIUBAH

(4)Pengeluaranobathewan
produksidalam negeri
ke luar negeri harus
mengutamakan
kepentingannasional.

(5) Ketentuanlebihlanjut
mengenaipemasukan dan
pengeluarandaridankeluar
negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2),
ayat(3)danayat(4)diatur
dengan
PeraturanPemerintah

PAN DIHAPUS

Kembalipadaayat(4)dan
ayat(5)UUEksisting.
Pada ayat (5), frasa
“PeraturanMenteri”diubah
menjadi frasa “Peraturan
Pemerintah,” sehingga
selengkapnya berbunyi
sebagaiberikut:

(4)Pengeluaranobathewan
produksidalam negerike
luar negeri harus
mengutamakan
kepentingannasional.

(5)Ketentuan lebih lanjut
mengenaipemasukan dan
pengeluarandaridankeluar
negeri sebagaimana

Pengutamaan
kepentingannasional
dalam rangka
pengeluaran obat
hewan produksi
dalam negeri
bertujuanagarekspor
obat hewan tidak
mengganggu
kebutuhan obat
hewandalam negeri.



79

NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

dimaksud pada ayat (2),
ayat(3)danayat(4)diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.

PPP PPP mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal54ayat(2),
UUEksisting,yangberbunyi
:

(4)Pengeluaranobathewan
produksidalam negeri
ke luar negeri harus
mengutamakan
kepentingannasional.

(5) Ketentuan lebih
lanjutmengenaipemasukan
danpengeluarandaridanke
luar negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2),
ayat(3)danayat(4)diatur
denganPeraturanMenteri.

Konsiisten dengan
alasan sebelumnya,
bahwa Ketentuan
lebihlanjutmengenai
hal ini ditetapkan
dengan Peraturan
Menteri.

2001. 13.Ketentuan Pasal 59
diubahsehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP
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2002. Pasal59
(1)Setiap Orang yang

akan memasukkan
Produk Hewan ke
dalam wilayahNegara
Kesatuan Republik
Indonesia wajib
memperoleh izin
pemasukan dari
menteri yang
menyelenggarakan
urusan pemerintahan
dibidangperdagangan
setelah memperoleh
rekomendasidari:

a.Menteriuntuk Produk
Hewansegar;atau

b.pimpinan lembaga
bidang pengawasan
obat dan makanan
untuk produk pangan
olahanasalHewan.

Pasal59
(1)Setiap Orangyang akan

memasukkan Produk
Hewankedalam wilayah
Negara Kesatuan
RepublikIndonesiawajib
memenuhi Perizinan
Berusaha dari
PemerintahPusat.

TETAP PDI-P TETAP Disetujui
Panja Pukul
14.39

Timus/Timsi
n UU
eksisting
direformulasi
.

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS DIUBAH

(1) Setiap Orang yang
akan memasukkan Produk
Hewan ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik
Indonesia wajib memenuhi
perizinan berusaha dari
pemerintah pusat yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang
perdagangan setelah
memperoleh rekomendasi
dari:
a. Menteri untuk
ProdukHewansegar;atau
b. pimpinan lembaga
bidang pengawasan obat
danmakananuntukproduk
panganolahanasalHewan.

PAN DIUBAH

Menambah frasa “setelah
memperoleh rekomendasi
dariMenteriuntuk Produk
Hewan Segar dan/atau
Pimpinan Lembaga Bidang
Pengawasan Obat dan
Makanan untuk produk

Pelibatan Menteri
dan/atau Pimpinan
Lembaga bidang
Pengawasan Obat
dan Makanan dalam
hal rekomendasi
pemasukkan produk
hewan ke dalam
negeri sangat
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panganolahanasalHewan,”
sehingga selengkapnya
berbunyisebagaiberikut:

Pasal59
(1) Setiap Orang yang
akan memasukkan Produk
Hewan ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik
Indonesia wajib memenuhi
Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat setelah
memperoleh rekomendasi
dariMenteriuntuk Produk
Hewan Segar dan/atau
Pimpinan LembagaBidang
Pengawasan Obat dan
Makanan untuk produk
panganolahanasalHewan.

diperlukan untuk
koordinasi antara
stakeholders terkait.
Selain itu juga
sekaligus berguna
untuk melindungi
masyarakatterutama
industriataupeternak
dalam negeri dari
produk hewan segar
dan produk pangan
olahan asal hewan
luar negeri yang
dapat mengganggu
stabilitas harga dan
pasokandipasar.

PPP PPP mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal59ayat(1),
UUEksisting,yangberbunyi
:

Pasal59
(1)SetiapOrangyangakan

memasukkan Produk
Hewankedalam wilayah
Negara Kesatuan
RepublikIndonesiawajib
memperoleh izin
pemasukandarimenteri
yangmenyelenggarakan
urusanpemerintahandi
bidang perdagangan
setelah memperoleh
rekomendasidari:
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a.Menteri untuk Produk
Hewansegar;atau

b. pimpinan lembaga
bidang pengawasan obat
danmakananuntukproduk
panganolahanasalHewan.

2003. (2)Produk Hewan segar
yang dimasukkan ke
dalam wilayahNegara
Kesatuan Repubtik
Indonesia
sebagaimana
dimaksudpadaayat(l)
hurufaharusberasal
dariunitusahaProduk
Hewan pada suatu
negara yang telah
memenuhipersyaratan
dan tatacara
pemasukan Produk
Hewan.

(2)Persyaratan dan tata
carapemasukanProduk
Hewandariluarnegerike
dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana
dimaksud padaayat(1)
mengacupadaketentuan
yang berbasis analisis
risiko di bidang
Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner.

TETAP PDI-P Meminta penjelasan
pemerintah terkait
penghapusanpasal59ayat
(2)dan(3)UUexisting.

Disetujui
Panja Pukul
14.41

Timus/Timsi
n
Reformulasi

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIUBAH

KembalikeUUExsiting

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS DIUBAH

kembalikeUUExisting

PAN

PPP PPP mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal59ayat(2),
UUEksisting,yangberbunyi
:

(2) ProdukHewansegar
yangdimasukkankedalam
wilayah Negara Kesatuan
Repubtik Indonesia
sebagaimana dimaksud
padaayat(l)hurufaharus
berasal dari unit usaha
ProdukHewanpadasuatu
negara yang telah
memenuhipersyaratandan
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tatacarapemasukanProduk
Hewan.

2004. (3)Dalam hal produk
pangan olahan asal
Hewan yang akan
dimasukkankedalam
wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) huruf b yang
mempunyai risiko
penyebaran Zoonosis
yang dapat
mengancam
kesehatan manusia,
Hewan,danlingkungan
budi daya, sebelum
diterbitkan
rekomendasi oleh
pimpinan lembaga
pemerintah yang
melaksanakan tugas
pemerintahan di
bidang pengawasan
obat dan makanan
harus mendapatkan
persetujuanteknisdari
Menteri.

(4)Persyaratan dan tata
cara pemasukan
produkHewandariluar
negeri ke dalam
wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesia

(3)Ketentuan lebih lanjut
mengenai Perizinan
Berusaha sebagaimana
dimaksud padaayat(1)
diaturdengan Peraturan
Pemerintah.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIUBAH

Kembali ke UU Existing
denganPerubahan

(3) Persyaratan dan
tata cara pemasukan
produk Hewan dari luar
negerike dalam wilayah
NegaraKesatuan Republik
Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
mengacu pada ketentuan
yang berbasis analisis
risikodibidangKesehatan
Hewan dan Kesehatan
MasyarakatVeterinerserta
mengutamakan
kepentingannasionalyang
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS DIUBAH

kembalikeUUExisting

PAN TETAP

PPP PPP mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal59ayat(2),
UUEksisting,yangberbunyi

Konsiisten dengan
alasan sebelumnya,
bahwa kewenangan
ini ditetapkan oleh
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sebagaimana
dimaksud pada ayat
(21 dan ayat (3)
mengacu pada
ketentuan yang
berbasisanalisisrisiko
di bidang Kesehatan
HewandanKesehatan
Masyarakat Veteriner
serta mengutamakan
kepentingannasional.

:
(3)Dalam hal produk

pangan olahan asal
Hewan yang akan
dimasukkan ke dalam
wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)
hurufbyangmempunyai
risiko penyebaran
Zoonosis yang dapat
mengancam kesehatan
manusia, Hewan, dan
lingkungan budi daya,
sebelum diterbitkan
rekomendasi oleh
pimpinan lembaga
pemerintah yang
melaksanakan tugas
pemerintahan dibidang
pengawasan obat dan
makanan harus
mendapatkan
persetujuan teknis dari
Menteri.

(4) Persyaratandantata
cara pemasukan produk
Hewan dariluarnegerike
dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana
dimaksudpadaayat(21dan
ayat (3) mengacu pada
ketentuan yang berbasis
analisis risiko di bidang
Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner serta

Menteri.
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mengutamakan
kepentingannasional.

2005. 14.Ketentuan Pasal 60
diubahsehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

2006. Pasal60
(1) Setiap orang yang

mempunyai unit
usahaprodukhewan
wajib mengajukan
permohonan untuk
memperoleh nomor
kontrol veteriner
kepada pemerintah
daerah provinsi
berdasarkan
pedoman yang
ditetapkan oleh
Menteri.

(2) Pemerintah daerah
kabupaten/kota
melakukan
pembinaan unit
usaha yang
memproduksi
dan/atau
mengedarkanproduk
hewan yang

Pasal60
(1)Setiap orang yang

mempunyai unit usaha
Produk Hewan wajib
memenuhi Perizinan
Berusaha berupa nomor
kontrol veteriner yang
diterbitkan oleh
PemerintahPusat.

TETAP PDI-P Meminta penjelasan
pemerintahterkaitperizinan
berusaha untuk produk
hewan.

Disetujui
Panja Pukul
14.43

Disesuaikan
dengan
konsepsi
RBA.

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIUBAH

Kembali ke UU Existing
dengan Perubahan,terkait
dengan kewenangan
daerah.

Pasal60
(1)Setiap orang yang

mempunyai unit
usahaprodukhewan
wajib memenuhi
perizinan berusaha
berupa nomor
kontrol veteriner
yangditerbitkanoleh
Pemerintah Pusat
atau Pemerintah
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dihasilkan oleh unit
usaha skala rumah
tangga yang belum
memenuhi
persyaratan nomor
kontrolveteriner.

Derah sesuai
kewenagannya.

Pemerintah daerah
kabupaten/kota melakukan
pembinaanunitusahayang
memproduksi dan/atau
mengedarkan produk
hewanyangdihasilkanoleh
unit usaha skala rumah
tangga yang belum
memenuhi persyaratan
nomorkontrolveteriner.

P.
NASDEM

TETAP

PKB (1)Tetap

Mohon penjelasan dari
Pemerintah terkait
Perizinan Berusaha berupa
nomorkontrolveteriner

PD TETAP

PKS TETAP

PAN Diubah

Penambahan frasa
“dan/atau Pemerintah
Daerah,”sehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

Pasal60
(1) Setiap orang yang
mempunyai unit usaha
produk hewan wajib
memenuhi Perizinan
Berusaha berupa nomor
kontrol veteriner yang
diterbitkanolehPemerintah
Daerah dan/atau

FraksiPANkonsisten
untuk tetap
memberikan peran
kepada Pemerintah
Daerah dalam
penyelenggaraan
peternakanhewan.



87

NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

PemerintahPusat.

PPP PPP mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal60ayat(1)
dan(2),UUEksisting,yang
berbunyi:
(1)Setiap orang yang

mempunyaiunitusaha
produk hewan wajib
mengajukan
permohonan untuk
memperoleh nomor
kontrolveterinerkepada
pemerintah daerah
provinsi berdasarkan
pedoman yang
ditetapkanolehMenteri.

Pemerintah daerah
kabupaten/kota melakukan
pembinaanunitusahayang
memproduksi dan/atau
mengedarkan produk
hewanyangdihasilkanoleh
unit usaha skala rumah
tangga yang belum
memenuhi persyaratan
nomorkontrolveteriner.

2007. (2)Ketentuan lebih lanjut
mengenai Perizinan
Berusaha sebagaimana
dimaksud padaayat(1)
diaturdengan Peraturan
Pemerintah.

TETAP PDI-P TETAP Disetujui
Panja Pukul
14.43

TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB (2)Pemerintah daerah
kabupaten/kota
melakukan pembinaan
unit usaha yang

Perubahansubstansi.
Mengatur
kewenangan
Pemerintah Daerah
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memproduksi dan/atau
mengedarkan produk
hewan yang dihasilkan
oleh unit usaha skala
rumah tangga yang
belum memenuhi
persyaratan nomor
kontrolveteriner.

(3)Ketentuan lebih lanjut
mengenai Perizinan
Berusaha sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)
diaturdenganPeraturan
Pemerintah.

sesuai dengan
kapasitas dan
kewenangan serta
semangat gotong
royong sesuai
Pancasila

PD TETAP

PKS TETAP

PAN DIUBAH

(2) Pemerintah Daerah
melakukanpembinaanunit
usaha yang memproduksi
dan/atau mengedarkan
produk hewan yang
dihasilkan oleh unitusaha
skala rumah tangga yang
belum memenuhi
persyaratan nomorkontrol
veteriner.

(3) Ketentuan lebih
lanjut mengenaiPerizinan
Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Penghapusan peran
pemerintah daerah,
termasuk dalam hal
pembinaan, dapat
berakibat pada
keabsenan
pemerintah daerah
untuk turut serta
secaraproaktifdalam
rangkamenciptakan
kesejahteraan dan
kemakmuran seluruh
rakyat Indonesia
melalui
penyelenggaraan
peternakandan
kesehatanhewan.

PPP Dihapus Konsiten dengan
alasan sebelumnya
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bahwa ketentuan ini
menjadikewenangan
Menteriterkait.

2008. 15.Ketentuan Pasal 62
diubahsehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

2009. Pasal62
(1)Pemerintah daerah

kabupaten/kota wajib
memilikirumahpotong
hewanyangmemenuhi
persyaratanteknis.

Pasal62
(1)Pemerintah daerah

kabupaten/kota wajib
memilikirumah potong
hewan yang memenuhi
persyaratanteknis.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN Diubah

Menghapus frasa
”kabupaten/kota”,sehingga

berbunyisebagaiberikut:

Pasal62
(1) Pemerintah Daerah
wajib memiliki rumah
potong hewan yang
memenuhi persyaratan
teknis.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

PPP TETAP

2010. (2)Rumahpotong hewan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1)dapatdiusahakan
oleh setiap orang
setelah memiliki izin
usaha dari
bupati/walikota.

(2)Rumah potong hewan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat
diusahakan oleh setiap
orangsetelahmemenuhi
Perizinan Berusaha dari
PemerintahPusat.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIUBAH

Kembali Ke UU Existing.
Perizinan RPH sesuaiUU
PemerintahDaerahmenjadi
kewenangan Pemerinta
Kab/Kota.

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS DIUBAH

(2) Rumah potong
hewan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dapat diusahakan oleh
setiap orang setelah
memenuhi Perizinan
Berusaha dariPemerintah
Pusatdanataupemerintah
daerah.

PAN Dihapus

Penambahan frasa
“Pemerintah Daerah
dan/atau,”sehingga
berbunyisebagaiberikut:

(1)Rumahpotonghewan
sebagaimanadimaksud
padaayat(1)dapat
diusahakanolehsetiap

FraksiPANkonsisten
untuktidakpengapus
peran pemerintah
daerah untuk turut
sertasecaraproaktif
dalam rangka
menciptakan
kesejahteraan dan
kemakmuran seluruh
rakyat Indonesia
melalui
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

orangsetelahmemenuhi
PerizinanBerusahadari
PemerintahDaerah
dan/atauPemerintahPusat.

penyelenggaraan
peternakandan
kesehatanhewan.

PPP PPP mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal62ayat(2),
UUEksisting,yangberbunyi
:

(2)Rumah potong hewan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat
diusahakan oleh setiap
orangsetelahmemilikiizin
usahadaribupati/walikota.

Bahwa perizinan
usaha ini yang
diperoleh dari
pemerintah kab/kota
sudah mudah,
mengingat daging
hewanyangdipotong
sudah menjadi
kebutuhan pokok
sehari-hari harus
tersedia.
Bahwa system
pemerintahan kita
masih menganut
system Otonomi
Daerah, maka
kegiatanusahauntuk
rumahpotonghewan
cukupdariPemrintah
Kab/Kota/

2011. (3)Usaha rumah potong
hewan sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2)harusdilakukandi
bawah pengawasan
dokter hewan
berwenang dibidang
pengawasan
kesehatanmasyarakat
veteriner.

(3)Usaha rumah potong
hewan sebagaimana
dimaksud padaayat(2)
harusdilakukandibawah
pengawasan dokter
hewan berwenang di
bidang pengawasan
kesehatan masyarakat
veteriner.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

PPP TETAP

2012. (4)Ketentuan lebih lanjut
mengenai Perizinan
Berusaha rumah potong
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP Dihapus Konsiten dengan
alasan sebelumnya,
bahwa ketentuan ini
menjadikewenangan
Menteriterkait.

2013. 16. Ketentuan Pasal 69
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

2014. Pasal69
(1)Pelayanan kesehatan

hewan meliputi
pelayanan jasa
laboratorium veteriner,
pelayanan jasa
laboratorium
pemeriksaan dan
pengujian veteriner,

Pasal69
(1)Pelayanan kesehatan

hewan meliputi
pelayanan jasa
laboratorium veteriner,
pelayanan jasa
laboratorium
pemeriksaan dan
pengujian veteriner,

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP
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pelayanan jasa medik
veteriner, dan/atau
pelayanan jasa di
pusat kesehatan
hewan atau pos
kesehatanhewan.

pelayanan jasa medik
veteriner, dan/atau
pelayanan jasa dipusat
kesehatan hewan atau
poskesehatanhewan.

PAN TETAP

PPP TETAP

2015. (2)Setiap orang yang
berusaha di bidang
pelayanan kesehatan
hewan sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1)wajibmemilikiizin
usaha dari
bupati/walikota.

(2)Setiap orang yang
berusaha di bidang
pelayanan kesehatan
hewan sebagaimana
dimaksud padaayat(1)
wajib memenuhi
Perizinan Berusaha dari
PemerintahPusat.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIUBAH

Kembali Ke UU Existing.
Perizinanpraktikkesehatan
hewan sesuai UU
PemerintahDaerahmenjadi
kewenangan Pemerintah
Kab./Kota.

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS DIUBAH

(2) Setiap orang yang
berusaha di bidang
pelayanankesehatanhewan
sebagaimana dimaksud
padaayat(1)wajibmemiliki
Perizinan Berusaha dari
Pemerintahpusatdanatau
pemerintahdaerah.

Kewenangan dalam
mengeluarkan izin
berusahadisesuaikan
dengan skala dan
wilayah
administrative.Tidak
semaunya harus
dikeluarkan oleh
pemerintahpusat

PAN Diubah

Penambahan frasa
“dan/atau Pemerintah
Daerah”,sehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

(2) Setiap orang yang
berusaha di bidang

IDEM
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

pelayanankesehatanhewan
sebagaimana dimaksud
padaayat(1)wajibmemiliki
Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Daerah
dan/atau Pemerintah
Pusat.

PPP PPP mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal62ayat(2),
UUEksisting,yangberbunyi
:

(2) Setiap orang yang
berusaha di bidang
pelayanankesehatanhewan
sebagaimana dimaksud
padaayat(1)wajibmemiliki
izin usaha dari
bupati/walikota.

2016. (3)Ketentuan lebih lanjut
mengenai Perizinan
Berusaha pelayanan
kesehatan hewan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP Dihapus Konsiten dengan
alasan sebelumnya,
bahwa ketentuan ini
menjadikewenangan
Menteriterkait.

2017. 17.Ketentuan Pasal 72 TETAP PDI-P TETAP
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diubahsehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

2018. Pasal72
(1)Tenaga kesehatan

hewan yang
melakukan pelayanan
kesehatan hewan
wajib memiliki surat
izin praktikkesehatan
hewan yang
dikeluarkan oleh
bupati/walikota.

Pasal72
(1)Tenagakesehatanhewan

yang melakukan
pelayanan kesehatan
hewan wajib memenuhi
Perizinan Berusaha dari
PemerintahPusat.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIUBAH

Kembali Ke UU Existing.
Perizinan Izini Praktik
Tenaga Kesehatan Hewan
sesuai UU Pemerintah
Daerah menjadi
kewenangan Pemerintah
Kab/Kota.

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS PENDALAMAN

Meminta penjelasan
tentang:

1. Kewenanganpraktik
kepada Dokter
Hewan

2.Posisi dan
kewenangan
organisasi profesi
kedokteranhewan.

Kewenangan dalam
mengeluarkan izin
berusahadisesuaikan
dengan skala dan
wilayah
administrative.Tidak
semuanya harus
dikeluarkan oleh
pemerintahpusat

PAN Diubah
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

Penambahan frasa
“dan/atau Pemerintah
Daerah”,sehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

Pasal72
(1) Tenaga kesehatan
hewan yang melakukan
pelayanankesehatanhewan
wajib memenuhiPerizinan
Berusaha dariPemerintah
Pusatdan/atauPemerintah
Daerah.

PPP PPP mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal72ayat(1),
UUEksisting,yangberbunyi
:

(1) Tenaga kesehatan
hewan yang melakukan
pelayanankesehatanhewan
wajib memiliki surat izin
praktik kesehatan hewan
yang dikeluarkan oleh
bupati/walikota.

2019. (2)Untuk mendapatkan
surat izin praktik
kesehatan hewan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1),tenaga kesehatan
hewan yang
bersangkutan
mengajukan surat
permohonan untuk
memperolehsuratizin

(2)Tenagaasingkesehatan
hewandapatmelakukan
praktik pelayanan
kesehatan hewan di
wilayahNegaraKesatuan
Republik Indonesia
berdasarkan perjanjian
bilateralataumultilateral
antara pihak Indonesia
dannegaraataulembaga
asing sesuai dengan

TETAP PDI-P Meminta penjelasan
pemerintah terkait
pengaturan tenaga asing
untuktenagahewan.

Disetujui
Panja Pukul
14.52

TETAPPG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP
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praktik kepada
bupati/walikota
disertai dengan
sertifikat kompetensi
dariorganisasiprofesi
kedokteranhewan.

ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PKS SesuaidenganDIM 2018

PAN DIHAPUS

(2) Untuk mendapatkan
suratizinpraktikkesehatan
hewan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
tenaga kesehatan hewan
yang bersangkutan
mengajukan surat
permohonan untuk
memperoleh surat izin
praktikkepadaPemerintah
Daerah dan/atau
Pemerintah Pusatdisertai
dengan sertifikat
kompetensidariorganisasi
profesikedokteranhewan.

FraksiPAN menilai,
sertifikasi
kompetensi sangat
diperlukan untuk
memastikan
kompetensi
seseorang bahwa
orangtersebutahlidi
bidangnya.

PPP PPP mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal72ayat(2),
UUEksisting,yangberbunyi:
(2) Untuk mendapatkan
suratizinpraktikkesehatan
hewan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
tenaga kesehatan hewan
yang bersangkutan
mengajukan surat
permohonan untuk
memperoleh surat izin
praktik kepada
bupati/walikota disertai
dengan sertifikat
kompetensidariorganisasi
profesikedokteranhewan.

2020. (3)Tenaga asing
kesehatan hewan
dapat melakukan

(3)Ketentuan lebih lanjut
mengenai Perizinan
Berusaha sebagaimana

TETAP PDI-P TETAP Disetujui
Panja Pukul
14.52

PG TETAP

P.GERINDR TETAP
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praktik pelayanan
kesehatan hewan di
wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesiaberdasarkan
perjanjian bilateral
ataumultilateralantara
pihakIndonesianegara
atau lembaga asing
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.

dimaksud padaayat(1)
diaturdengan Peraturan
Pemerintah.

TETAP
A

P.
NASDEM

TETAP

PKB TETAP

PD TETAP

PKS SesuaidenganDIM 2018.

PAN Diubah

Kembalikepada ketentuan
ayat (3) UU Eksisting.
Sementara ayat (3) RUU
menjadiayat(4),sehingga
selengkapnya berbunyi
sebagaiberikut:

(3) Tenaga asing
kesehatan hewan dapat
melakukan praktik
pelayanankesehatanhewan
diwilayahNegaraKesatuan
Republik Indonesia
berdasarkan perjanjian
bilateral atau multilateral
antara pihak Indonesia
negaraataulembagaasing
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.

(4) Ketentuan lebih
lanjut mengenaiPerizinan
Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

PPP PPP mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal72ayat(3),
UUEksisting,yangberbunyi
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

:
(3) Tenaga asing
kesehatan hewan dapat
melakukan praktik
pelayanankesehatanhewan
diwilayahNegaraKesatuan
Republik Indonesia
berdasarkan perjanjian
bilateral atau multilateral
antara pihak Indonesia
negaraataulembagaasing
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.

2021. 18.Ketentuan Pasal 84
diubahsehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

KembalikeUU41/2014dan
sinkronisasi

PDI-P KembalikeUUexisting DISETUJUI
PANJA 9
JULI2020
DIM 2021-
DIM 2041
MENGENAI
PENYIDIK
PEGAWAI
NEGERI
SIPIL
RUMUSAN
NORMA
KEMBALIKE
UNDANG-
UNDANG
EKSISTING

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

DIHAPUS

PKB

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

2022. Pasal84
(1) Selain Pejabat

Penyidik Kepolisian
Negara Republik
Indonesia, Pejabat
Pegawai Negeri Sipil

Pasal84
(1)Pejabat Penyidik

Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan
instansipemerintahyang
lingkup tugas dan

PDI-P KembalikeUUexisting

PG MerubahRedaksiPasal84

Pasal84
(1) Selain pejabat
penyidik kepolisian negara

Wewenangkepolisian
dalam pelaksanaan
penyidikan telah
diaturdalam pasal6
UU No.8tahun1981
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tertentu yang lingkup
tugas dan dari
tanggung jawabnya
meliputi peternakan
dan kesehatan hewan
diberi wewenang
khusus sebagai
penyidik sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.

tanggungjawabnya
dibidangpeternakandan
kesehatan hewan diberi
wewenang khusus
sebagai Penyidik
Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud
dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara
Pidanauntukmelakukan
penyidikantindakpidana.

Republik Indonesia,
pegawainegerisipiltertentu
di lingkungan instansi
pemerintah yang lingkup
tugas dan tanggung
jawabnya dibidang
peternakan dan kesehatan
hewan berkelanjutan diberi
wewenang khusussebagai
penyidik untuk membantu
PejabatPenyidikKepolisian
Negara RepublikIndonesia
sebagaimana dimaksud
dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara
Pidana.

TentangKUHAP.Jika
wewenang itu
dihilangkan akan
bertentangandengan
ketentuanyangtelah
diatur dalam UU
KUHAP

P.GERINDR
A

DIUBAH

KembaliKeUUExisting

P.
NASDEM

DIKEMBALIKAN PADA UU
EKSISTING

Disepakati dalam
RapatBaleg dengan
Pemerintah untuk
Dihapus dan
dikembalikan pada
UUEksisting.

PKB Disesuaikan dengan
kesepakatan Panja RUU
CIPTAKER

PD TETAP

PKS TETAP

PAN Diubah:
Kembali pada ketentuan
eksisting.

Berdasarkan
keputusan Baleg,
penyidik PNS
dikembalikan pada
ketentuaneksisting.

PPP PPP mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal84ayat(1),
UUEksisting,yangberbunyi
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

:
Pasal84

(1) Selain Pejabat
PenyidikKepolisianNegara
RepublikIndonesia,Pejabat
Pegawai Negeri Sipil
tertentuyanglingkuptugas
dandaritanggungjawabnya
meliputi peternakan dan
kesehatan hewan diberi
wewenang khusussebagai
penyidik sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2023. (2)Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1)berwenanguntuk:

(2)Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil
tertentu sebagaimana
dimaksud padaayat(1)
diberikewenanganuntuk:

PDI-P KembalikeUUexisting

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIUBAH

KembaliKeUUExisting

P.
NASDEM

DIKEMBALIKAN PADA UU
EKSISTING

PKB

PD TETAP

PKS

PAN Diubah:
Kembali pada ketentuan
eksisting.

PPP TETAP

2024. a.melakukan
pemeriksaan atas
kebenaran laporan
atau keterangan
berkenaan dengan
tindakpidanadibidang
peternakan dan

a. meneliti, mencari, dan
mengumpulkan
keterangan sehubungan
dengantindakpidana;

PDI-P KembalikeUUexisting

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIUBAH

KembaliKeUUExisting

P.
NASDEM
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kesehatanhewan; PKB Disesuaikan dengan
kesepakatan Panja RUU
CIPTAKER

PD TETAP

PKS TETAP

PAN Kembali pada ketentuan
eksisting.

PPP TETAP

2025. b.melakukan
pemeriksaan terhadap
setiap orang yang
diduga melakukan
tindakpidanadibidang
peternakan dan
kesehatanhewan

b. menerima laporan atau
keterangan tentang
adanyatindakpidana;

PDI-P KembalikeUUexisting

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIUBAH

KembaliKeUUExisting

P.
NASDEM

DIKEMBALIKAN PADA UU
EKSISTING

PKB Disesuaikan dengan
kesepakatan Panja RUU
CIPTAKER

PD TETAP

PKS TETAP

PAN Kembali pada ketentuan
eksisting.

PPP TETAP,
Namun,PPP mengusulkan
untukmenambahkan frasa
“dibidang peternakan dan
kesehatan hewan”
sehinggabunyinyamenjadi:
b.menerima laporan atau

keterangan tentang
adanya tindak pidana;
dibidang peternakan
dankesehatanhewan;

2026. c. meminta keterangan
dan bahan buktidari

a. memanggilorang untuk
didengar dan diperiksa

PDI-P KembalikeUUexisting

PG TETAP
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setiap orang
sehubungan dengan
peristiwatindakpidana
dibidang peternakan
dankesehatanhewan;

sebagaisaksidan/atau
tersangkatindakpidana;

P.GERINDR
A

DIUBAH

KembaliKeUUExisting

P.
NASDEM

DIKEMBALIKAN PADA UU
EKSISTING

PKB Disesuaikan dengan
kesepakatan Panja RUU
CIPTAKER

PD TETAP

PKS TETAP

PAN Kembali pada ketentuan
eksisting.

PPP TETAP

2027.d.melakukan
pemeriksaan atas
pembukuan,
pencatatan, dan
dokumen lain
berkenaan dengan
tindak pidana di
bidangpeternakandan
kesehatanhewan;

b. melakukanpenangkapan
danpenahananterhadap
orang yang diduga
melakukantindakpidana;

PDI-P KembalikeUUexisting

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIUBAH

KembaliKeUUExisting

P.
NASDEM

DIKEMBALIKAN PADA UU
EKSISTING

PKB Disesuaikan dengan
kesepakatan Panja RUU
CIPTAKER

PD TETAP

PKS

PAN Kembali pada ketentuan
eksisting.

PPP TETAP

2028.e.melakukan
pemeriksaanditempat
tertentu yang diduga
terdapatbahan bukti
pembukuan,
pencatatan dan
dokumen lain serta

c. memintaketerangandan
bukti dari orang yang
didugamelakukantindak
pidana;

PDI-P KembalikeUUexisting

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIUBAH

KembaliKeUUExisting

P.
NASDEM

DIKEMBALIKAN PADA UU
EKSISTING
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melakukan penyitaan
terhadap hasil
pelanggaran yang
dapatdijadikan bukti
dalam perkara tindak
pidana di bidang
peternakan dan
kesehatan hewan;
dan/atau

PKB Disesuaikan dengan
kesepakatan Panja RUU
CIPTAKER

PD TETAP

PKS TETAP

PAN Kembali pada ketentuan
eksisting.

PPP TETAP

2029.f. memintabantuanahli
dalam rangka
pelaksanaan tugas
penyidikan tindak
pidana di bidang
peternakan dan
kesehatanhewan.

d. memotret dan/atau
merekam melaluimedia
elektronik terhadap
orang,barang,pesawat
udara, atau hal yang
dapat dijadikan bukti
adanyatindakpidana;

PDI-P KembalikeUUexisting

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIUBAH

KembaliKeUUExisting

P.
NASDEM

DIKEMBALIKAN PADA UU
EKSISTING

PKB Disesuaikan dengan
kesepakatan Panja RUU
CIPTAKER

PD TETAP

PKS TETAP

PAN Kembali pada ketentuan
eksisting.

PPP TETAP

2030. e. memeriksa dokumen
yang terkait dengan
tindakpidana;

PDI-P KembalikeUUexisting

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIHAPUS

P.
NASDEM

DIKEMBALIKAN PADA UU
EKSISTING

PKB Disesuaikan dengan
kesepakatan Panja RUU
CIPTAKER

PD TETAP

PKS TETAP

PAN DIHAPUS

PPP TETAP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

2031. f. mengambilsidikjaridan
identitasorang;

PDI-P KembalikeUUexisting

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIHAPUS

P.
NASDEM

DIKEMBALIKAN PADA UU
EKSISTING

PKB Disesuaikan dengan
kesepakatan Panja RUU
CIPTAKER

PD TETAP

PKS

PAN DIHAPUS

PPP TETAP

2032. g. menggeledah tempat-
tempat tertentu yang
dicurigaiadanya tindak
pidana;

PDI-P KembalikeUUexisting

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIHAPUS

P.
NASDEM

DIKEMBALIKAN PADA UU
EKSISTING

PKB Disesuaikan dengan
kesepakatan Panja RUU
CIPTAKER

PD TETAP

PKS TETAP

PAN DIHAPUS

PPP TETAP

2033. h. menyita benda yang
diduga kuatmerupakan
barang yang digunakan
untuk melakukan tindak
pidana;

PDI-P KembalikeUUexisting

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIHAPUS

P.
NASDEM

DIKEMBALIKAN PADA UU
EKSISTING

PKB Disesuaikan dengan
kesepakatan Panja RUU
CIPTAKER

PD TETAP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

PKS TETAP

PAN DIHAPUS

PPP TETAP

2034. i. mengisolasi dan
mengamankan barang
dan/ataudokumenyang
dapatdijadikan sebagai
alat bukti sehubungan
dengantindakpidana;

PDI-P KembalikeUUexisting

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIHAPUS

P.
NASDEM

DIKEMBALIKAN PADA UU
EKSISTING

PKB Disesuaikan dengan
kesepakatan Panja RUU
CIPTAKER

PD TETAP

PKS TETAP

PAN DIHAPUS

PPP TETAP

2035. j. mendatangkansaksiahli
yang diperlukan dalam
hubungannya dengan
pemeriksaan perkara
tindakpidana;

PDI-P KembalikeUUexisting

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIHAPUS

P.
NASDEM

DIKEMBALIKAN PADA UU
EKSISTING

PKB Disesuaikan dengan
kesepakatan Panja RUU
CIPTAKER

PD TETAP

PKS

PAN DIHAPUS

PPP TETAP

2036. k. menghentikan proses
penyidikan;

PDI-P KembalikeUUexisting

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIHAPUS

P.
NASDEM

DIKEMBALIKAN PADA UU
EKSISTING

PKB Disesuaikan dengan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

kesepakatan Panja RUU
CIPTAKER

PD TETAP

PKS TETAP

PAN DIHAPUS

PPP TETAP

2037. l. meminta bantuan polisi
Negara Republik
Indonesia atau instansi
lain untuk melakukan
penanganan tindak
pidana;dan

PDI-P KembalikeUUexisting

PG TETAP

P.GERINDR
A

P.
NASDEM

DIKEMBALIKAN PADA UU
EKSISTING

PKB Disesuaikan dengan
kesepakatan Panja RUU
CIPTAKER

PD TETAP

PKS TETAP

PAN DIHAPUS

PPP

2038. m.melakukan tindakan lain
menurut hukum yang
berlaku.

PDI-P KembalikeUUexisting

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIHAPUS

P.
NASDEM

DIKEMBALIKAN PADA UU
EKSISTING

PKB Disesuaikan dengan
kesepakatan Panja RUU
CIPTAKER

PD TETAP

PKS TETAP

PAN DIHAPUS

PPP TETAP

2039. (3)Pejabat Penyidik
PegawaiNegeriSipil
sebagaimana
dimaksud pada ayat

(3)Kedudukan Pejabat
PenyidikPegawaiNegeri
Sipil tertentu
sebagaimana dimaksud

PDI-P KembalikeUUexisting

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIUBAH
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(1) memberitahukan
dimulainyapenyidikan
dan menyerahkan
hasil penyidikannya
kepada penuntut
umum sesuai Kitab
Undang-Undang
Hukum AcaraPidana.

padaayat(2)beradadi
bawah koordinasi dan
pengawasan Penyidik
Polisi Negara Republik
Indonesia.

KembalikeUUExisting

P.
NASDEM

DIKEMBALIKAN PADA UU
EKSISTING

PKB Disesuaikan dengan
kesepakatan Panja RUU
CIPTAKER

PD TETAP

PKS TETAP

PAN Dikembalikan pada
ketentuaneksisting.

PPP TETAP

2040. (4)PenyidikPejabatPenyidik
Pegawai Negeri Sipil
tertentu sebagaimana
dimaksudpadaayat(3),
memberitahukan
dimulainya penyidikan,
melaporkan hasil
penyidikan, dan
memberitahukan
penghentian penyidikan
kepada PenuntutUmum
dengan tembusan
kepada pejabat Polisi
Negara Republik
Indonesia.

PDI-P KembalikeUUexisting

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIHAPUS

P.
NASDEM

DIKEMBALIKAN PADA UU
EKSISTING

PKB Disesuaikan dengan
kesepakatan Panja RUU
CIPTAKER

PD TETAP

PKS TETAP

PAN DIHAPUS

PPP TETAP

2041. (5)Dalam melaksanakan
penyidikan sebagaimana
dimaksudpadaayat(1),
PenyidikPegawaiNegeri
Sipil tertentu dapat
memintabantuankepada
aparatpenegakhukum.

PDI-P KembalikeUUexisting

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIHAPUS

P.
NASDEM

DIKEMBALIKAN PADA UU
EKSISTING

PKB Disesuaikan dengan
kesepakatan Panja RUU
CIPTAKER

PD TETAP

PKS TETAP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG

KAJIAN
TIM AHLIDPR

FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

PAN DIHAPUS

PPP TETAP

2042. 19.Ketentuan Pasal 85
diubahsehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB Disesuaikan dengan
kesepakatan Panja RUU
CIPTAKER

PD TETAP

PKS

PAN TETAP

PPP

2043. Pasal85
(1) Setiaporangyang

melanggar ketentuan
sebagaimana
dimaksuddalam Pasal
9 ayat(1),Pasal11
ayat(1),Pasal13ayat
(4),Pasal15ayat(3),
Pasal 18 ayat (2),
Pasal 19 ayat (1),
Pasal22ayat(1)atau
ayat (2), Pasal 23,
Pasal 24 ayat (2),
Pasal 25 ayat (1),
Pasal 29 ayat (3),
Pasal 42 ayat (5),
Pasal 45 ayat (1),
Pasal47ayat(2)atau
ayat(3),Pasal50ayat
(3),Pasal51ayat(2),
Pasal 52 ayat (1),

Pasal85
(1) Setiap orang yang

melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal9 ayat(1),
Pasal11ayat(1),Pasal
13ayat(4),Pasal15ayat
(3),Pasal18 ayat(2),
Pasal19ayat(1),Pasal
22ayat(1)atauayat(2),
Pasal23,Pasal24ayat
(2),Pasal25 ayat(1),
Pasal29ayat(3),Pasal
42ayat(5),Pasal45ayat
(1),Pasal47ayat(2)atau
ayat(3),Pasal50 ayat
(3),Pasal51 ayat(2),
Pasal52ayat(1),Pasal
54ayat(3),Pasal58ayat
(5),Pasal59 ayat(2),
Pasal61 ayat(1)atau

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB Disesuaikan dengan
kesepakatan Panja RUU
CIPTAKER

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP
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Pasal 54 ayat (3),
Pasal 58 ayat (5),
Pasal 59 ayat (2),
Pasal61ayat(1)atau
ayat(2),Pasal62ayat
(2)atauayat(3),Pasal
69ayat(2),danPasal
72 ayat (1) dikenai
sanksiadministratif.

ayat(2),Pasal62ayat(2)
atau ayat(3),Pasal69
ayat(2),dan Pasal72
ayat(1)dikenaisanksi
administratif.

2044. (2)Sanksi admistratif
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1)dapatberupa:
a.peringatan secara

tertulis;
b.penghentian

sementara dari
kegiatan,produksi,
dan/atau
peredaran;

c. pencabutan
nomor
pendaftaran dan
penarikan obat
hewan,pakan,alat
dan mesin, atau
produkhewandari
peredaran;

d.pencabutan izin;
atau

e.pengenaandenda.
(3)Ketentuan lebih lanjut

mengenai tata cara
pengenaan sanksi
administratif
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2) huruf a sampai
denganhurufddiatur

(2) Ketentuan lebih lanjut
mengenaijenis,besaran
denda, dan tata cara
pengenaan sanksi
administratif
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.

PDI-P Meminta penjelasan
pemerintah terkait
ketentuan sanksi
administratif

Disetujui
Panja Pukul
14.52

PENDING
DIM 2044,
2046, 2047,
dan2048.

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIUBAH

KembalikeUUExisitng

P.
NASDEM

TETAP

PKB Disesuaikan dengan
kesepakatan Panja RUU
CIPTAKER

PD TETAP

PKS TETAP

PAN DIHAPUS

Kembalikepada ketentuan
eksisting, dengan
melakukan pengubahan,
sehingga menjadisebagai
berikut:

(2) Sanksi admistratif
sebagaimana dimaksud
padaayat(1)dapatberupa:
a. peringatan secara
tertulis;
b.penghentian sementara
dari kegiatan, produksi,

Penyebutan jenis
sanksi administratif
sangat diperlukan
untuk dicantumkan
dalam UU, sebagai
pedoman atas
ketentuan peraturan
pelaksanaannya.
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dengan Peraturan
Pemerintah.

(4)Besarnya denda
sebagaimana
dimaksudpadahurufe
dikenakan kepada
setiap orang yang:a.
menyembelih ternak
ruminansiakecilbetina
produktifpalingsedikit
sebesar
Rp1.000.000,00 (satu
jutarupiah)danpaling
banyak sebesar
Rp5.000.000,00 (lima
juta rupiah); b.
menyembelih ternak
ruminansia besar
betinaproduktifpaling
sedikitRp5.000.000,00
(limajutarupiah)dan
palingbanyaksebesar
Rp25.000.000,00 (dua
puluhlimajutarupiah);
dan c. melanggar
selain sebagaimana
dimaksudpadahurufa
dan huruf b paling
sedikitRp5.000.000,00
(limajutarupiah)dan
paling banyak
Rp500.000.000,00
(lima ratus juta
rupiah).

(5)Besarnya denda
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(4) ditambah 1/3
(sepertiga)daridenda

dan/atauperedaran;
c.pencabutan nomor
pendaftaran dan penarikan
obathewan,pakan,alatdan
mesin,atauprodukhewan
dariperedaran;
d.pencabutanizin;atau
e.pengenaandenda.

(3) Besarnya denda
sebagaimana dimaksud
pada huruf e dikenakan
kepadasetiaporangyang:
a. menyembelih ternak
ruminansia kecil betina
produktif paling sedikit
sebesar Rp1.000.000,00
(satujutarupiah)danpaling
banyak sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah);
b. menyembelih ternak
ruminansia besar betina
produktif paling sedikit
Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah)dan paling banyak
sebesar Rp25.000.000,00
(duapuluhlimajutarupiah);
dan
c. melanggar selain
sebagaimana dimaksud
pada hurufa dan hurufb
paling sedikit
Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah)dan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima
ratusjutarupiah).

(4) Besarnya denda
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tersebut jika
pelanggaran
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh
pejabat yang
berwenang atau
korporasi.

sebagaimana dimaksud
padaayat(3)ditambah1/3
(sepertiga) dari denda
tersebut jika pelanggaran
sebagaimana dimaksud
padaayat(1)dilakukanoleh
pejabat yang berwenang
ataukorporasi.

(5) Ketentuan lebih
lanjutmengenaitata cara
pengenaan sanksi
administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
huruf a sampai dengan
huruf d diatur dengan
PeraturanPemerintah.

PPP PPP mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuanPasal85ayat(2),
UUEksisting,yangberbunyi
:

(2)Sanksi admistratif
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat
berupa:
a.peringatan secara

tertulis;
b.penghentian

sementara dari
kegiatan, produksi,
dan/atauperedaran;

c. pencabutan nomor
pendaftaran dan
penarikan obat
hewan,pakan,alat
dan mesin, atau
produk hewan dari
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-
UNDANG
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FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

peredaran;
d.pencabutan izin;

atau
e.pengenaandenda.

(3)Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara
pengenaan sanksi
administratif
sebagaimana dimaksud
pada ayat(2)hurufa
sampaidenganhurufd
diaturdenganPeraturan
Pemerintah.

(4)Besarnya denda
sebagaimana dimaksud
padahurufedikenakan
kepada setiap orang
yang: a. menyembelih
ternak ruminansia kecil
betina produktif paling
sedikit sebesar
Rp1.000.000,00 (satu
juta rupiah)dan paling
banyak sebesar
Rp5.000.000,00 (lima
juta rupiah); b.
menyembelih ternak
ruminansiabesarbetina
produktifpaling sedikit
Rp5.000.000,00 (lima
juta rupiah)dan paling
banyak sebesar
Rp25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah);
danc.melanggarselain
sebagaimana dimaksud
padahurufadanhurufb
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FRAKSI TANGGAPANFRAKSI ALASANFRAKSI KESEPAKAT
ANRAPAT

paling sedikit
Rp5.000.000,00 (lima
juta rupiah)dan paling
banyak
Rp500.000.000,00 (lima
ratusjutarupiah).

(5) Besarnya denda
sebagaimana dimaksud
padaayat(4)ditambah1/3
(sepertiga) dari denda
tersebut jika pelanggaran
sebagaimana dimaksud
padaayat(1)dilakukanoleh
pejabat yang berwenang
ataukorporasi.

2045. 20.Ketentuan Pasal 88
diubahsehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

TETAP

P.
NASDEM

TETAP

PKB Disesuaikan dengan
kesepakatan Panja RUU
CIPTAKER

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP

2046. Pasal88
Setiap orang yang
memproduksi dan/atau
mengedarkan alat dan
mesin tanpa
mengutamakan
keselamatan dan
keamanan bagipemakai

Pasal88
(1) Setiap orang yang

memproduksidan/atau
mengedarkan alatdan
mesin tanpa
mengutamakan
keselamatan dan
keamanan bagi

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIUBAH

KembalikeUUExisitng

P.
NASDEM

TETAP Dilakukan penataan
pengenaan sanksi
secara berjenjang,
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sebagaimana dimaksud
dalam Pasal24 ayat(2)
dan/atau belum diuji
berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal24 ayat(3)
dipidana dengan pidana
kurunganpalingsingkat3
(tiga) bulan dan paling
lama 11 (sebelas)bulan
dan denda paling sedikit
Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dan
paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima
ratusjutarupiah).

pemakai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
24 ayat (2) dan/atau
belum diujiberdasarkan
ketentuansebagaimana
dimaksud dalam Pasal
24 ayat (3) dikenai
sanksi administratif
berupa denda paling
sedikitRp50.000.000,00
(limapuluhjutarupiah)
dan paling banyak
Rp500.000.000,00(lima
ratusjutarupiah).

dimana diutamakan
pengenaan sanksi
yang bersifat
administratif dan
perdata sedangkan
pengenaan sanksi
pidana bersifat
ultimum remedium
(upayaterakhir).

PKB Disesuaikan dengan
kesepakatan Panja RUU
CIPTAKER

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP PPP mengusulkan agar
dikembalikan kepada
ketentuan Pasal88, UU
Eksisting,yangberbunyi:

Pasal88
Setiap orang yang
memproduksi dan/atau
mengedarkan alat dan
mesin tanpa
mengutamakan
keselamatandankeamanan
bagipemakaisebagaimana
dimaksud dalam Pasal24
ayat (2) dan/atau belum
diujiberdasarkanketentuan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal24 ayat(3)
dipidana dengan pidana
kurungan paling singkat3
(tiga)bulandanpalinglama
11 (sebelas) bulan dan
denda paling sedikit
Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dan
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ANRAPAT

paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima
ratusjutarupiah).

2047. (2) Dalam halpelakutidak
melaksanakan
kewajiban pemenuhan
sanksi sebagaimana
dimaksudpadaayat(1),
dipidana kurungan
paling singkat3 (tiga)
bulan dan paling lama
11(sebelas)bulan

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIHAPUS

P.
NASDEM

TETAP Dilakukan penataan
pengenaan sanksi
secara berjenjang,
dimana diutamakan
pengenaan sanksi
yang bersifat
administratif dan
perdata sedangkan
pengenaan sanksi
pidana bersifat
ultimum remedium
(upayaterakhir).

PKB Disesuaikan dengan
kesepakatan Panja RUU
CIPTAKER

PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP Dihapus Karera sudah diatur
padaayatdiatasnya.

2048. (3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pengenaan
sanksi administratif
sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDR
A

DIHAPUS

P.
NASDEM

TETAP

PKB Disesuaikan dengan
kesepakatan Panja RUU
CIPTAKER
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PD TETAP

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP Dihapus Karera sudah diatur
padaayatdiatasnya.


